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Pengaturan mengenai pemberian royalti di setiap negara pasti memiliki 
ciri khas dan keunikannya tersendiri. Pengaturan pemberian royalti di Negara 
Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 
2014 Tentang Hak Cipta. Sedangkan pengaturan pemberian royalti di Negara 
Amerika Serikat diatur di dalam The Copyright Act of 1976. 
Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengkaji bentuk perbandingan 
pengaturan pemberian royalti atas hak cipta lagu antara Indonesia dengan 
Amerika Serikat. (2) Untuk mengkaji bentuk pelaksanaan pemberian royalti atas 
hak cipta lagu di Indonesia dengan Amerika Serikat. 
Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian 
kepustakaan. Jenis Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Normatif. 
Sumber Data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah Data 
Sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode studi 
dokumen. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini berupa metode 
kualitatif dengan alur berpikir induktif. 
Hasil penelitian ini  menunjukan pengaturan pemberian royalti kepada 
pencipta dan/atau pemegang hak cipta terkait kegiatan aransemen musik dan/atau 
lagu yang dilakukan oleh pengguna hak cipta antara Negara Indonesia dengan 
Negara Amerika Serikat. Adanya pengaturan mengenai pemberian royalti ini 
bertujuan untuk melindungi hak eksklusif dari seorang pencipta maupun 
pemegang hak cipta. Namun pada kenyataannya, pelaksanaan dari pengaturan 
tersebut ternyata sering kali tidak sesuai dengan substansi yang ada pada 
pengaturan tersebut karena adanya hambatan-hambatan yang mengiringinya.  
Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan 
informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak 
yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. 









The arrangement regarding royalty in each country must have its 
characteristics and uniqueness. The arrangement of royalty granting in the State of 
Indonesia is regulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 28 of 2014 
concerning Copyright. Meanwhile, royalty arrangements in the United States are 
governed by The Copyright Act of 1976. 
This study aims: (1) To review the form of comparison of royalty 
arrangements for song copyright between Indonesia and the United States. (2) To 
review the form of royalty granting of song copyright in Indonesia with the 
United States. 
The type of research used by the authors is literature research. The type 
of approach used is the Normative approach. The Data Source used by the authors 
in this study is Secondary Data. The data collection method used is the document 
study method. The data analysis method used in this research is a qualitative 
method with inductive thinking flow. 
The results of this study show the arrangement of royalty to the creator 
and/or copyright holder related to the activities of music arrangements and/or 
songs performed by copyright users between the State of Indonesia and the State 
of the United States. This royalty arrangement is intended to protect the exclusive 
rights of both the creator and the copyright holder. But in reality, the 
implementation of the arrangement is often not by the substance in the 
arrangement because of the obstacles that accompany it. 
Based on the results of this research is expected to be a material of 
information and input for students, academics, practitioners, and all parties in 
need within the Faculty of Law, University of Pancasakti Tegal. 
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A. Latar Belakang 
Penciptaan sebuah mahakarya seni oleh seseorang sangatlah tidak 
mudah untuk dikerjakan. Hal ini dikarenakan dalam menciptakan sebuah 
karya, seseorang dituntut untuk terus menuangkan ide-ide kreatif dan inovatif 
yang dimilikinya
1
. Kreatifitas manusia dalam menghasilkan suatu karya tidak 
datang begitu saja, melainkan hal tersebut akan selalu didukung dengan 
adanya sebuah kecerdasan intelektual dalam menguasai teknologi atau 
bahkan juga ilmu pengetahuan yang telah ada
2
. Selain itu, dalam menciptakan 
sebuah karya cipta pasti akan memakan proses yang cukup panjang. Sehingga 
seorang pencipta akan mengorbankan waktu dan tenaganya dalam 
menghasilkan karyanya. Oleh karena itu, seorang pencipta berhak untuk 
mendapatkan sebuah apresiasi dan penghormatan atas suatu karya yang telah 
ia ciptakan.  
Seorang pencipta juga berhak untuk memberikan izin kepada 
siapapun yang ia kehendaki dan menuntut siapapun yang mengambil 
karyanya tanpa mendapatkan izin darinya. Perizinan yang diberikan oleh 
pencipta kepada seseorang yang telah ia kehendaki dinamakan lisensi. 
Definisi dari lisensi adalah izin yang dikeluarkan pencipta kepada pengguna 
untuk mengumumkan atau menggandakan ciptaan untuk melaksanakan hak
                                                          
1
 Adya Paramita Prabandari, “Komparansi Pengaturan Hak Cipta di Indonesia dan 
Amerika Serikat”, Jurnal MMH, Volume 42, Nomor 2, April, 2013, hlm 162. 
2
 H. OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right), 





ekonomi dari pencipta dengan syarat tertentu
3
. Dari hal tersebut, peran 
pemerintah dalam membuat sebuah kebijakan yang menguntungkan bagi para 
pencipta suatu karya cipta sangat dibutuhkan agar karya cipta maupun hak-
hak dari si pencipta dapat terlindungi oleh payung hukum tersebut. 
Perlindungan hak cipta yang dimiliki negara Indonesia adalah 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak 
Cipta. Sedangkan di dunia internasional terdapat sebuah negara yang 
dianggap mampu dijadikan sebuah rujukan dalam melidungi hak cipta 
seorang pencipta. Negara tersebut adalah Amerika Serikat dan pengaturan 
tentang hak cipta tersebut tercantum di dalam The Copyright Act of 1976. 
Perlindungan hak cipta di Negara Indonesia juga diturunkan ke 
dalam berbagai macam bentuk peraturan perundang-undangan selain Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Hal 
ini pada akhirnya membuat pengaturan mengenai hak cipta tidak berjalan 
secara optimal. Sehingga dampak yang ditimbulkan adalah tidak terfokusnya 
perlindungan hak cipta seorang pencipta. 
Penelitian yang penulis lakukan ini dimaksudkan untuk 
memberikan sebuah perbandingan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh 
Indonesia di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 
2014 Tentang Hak Cipta dengan kebijakan yang dimiliki oleh Amerika 
Serikat di dalam The Copyright Act of 1976 dalam ruang lingkup pemberian 
royalti atas hak cipta lagu. Penulis memiliki tujuan untuk mengungkap 
                                                          
3
 Gatot Supramono, Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya, Jakarta: Rineka Cipta, 





bagaimana pengaturan yang sudah seharusnya dioptimalkan di dalam 
Undang-Undang tentang Hak Cipta milik Indonesia dengan meggunakan 
studi komparansi pengaturan Hak Cipta antara Indonesia dengan Amerika 
Serikat
4
. Hal tersebut dikarenakan pengaturan Hak Cipta di Indonesia 
terkhususnya dalam bidang industri musik sering mengalami kendala yang 
berdampak pada pelanggaran atas karya cipta dalam industri musik yang 
semakin marak, seperti penggunaan lagu berhak cipta untuk tujuan komersial 
tanpa melalui izin penciptanya dan kurangnya pengetahuan masyarakat akan 
pentingnya pemberian royalti kepada pencipta lagu secara tepat. 
Pentingnya pengetahuan akan pemanfaatan hak ekonomi atas  Hak 
Cipta khususnya pada karya lagu seseorang melalui suatu perjanjian lisensi 
pada akhirnya akan membawa suatu konsekuensi kewajiban untuk melakukan 
pemberian imbalan kepada pencipta lagu dalam bentuk royalti
5
. Kewajiban 
untuk memberikan suatu imbalan kepada pencipta dalam bentuk royalti 
tersebut dilakukan oleh penerima lisensi kepada pemegang lisensi dari 
pemegang hak cipta lagu tersebut. 
Istilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pertama kali digunakan 
oleh Indonesia pada tahun 2000, yakni pada saat Keputusan Menteri Hukum 
dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor M.03.PR.07.10. Tahun 
2000 telah ditetapkan. Peraturan tersebut dibuat untuk mengganti penggunaan 
sebutan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) di Indonesia. Hal ini 
dikarenakan istilah HaKI dianggap tidak sesuai dengan kaidah bahasa 
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 Adya Paramita Prabandari, loc.cit. 
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 Tim Lindsey, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Bandung: PT. ALUMNI, 





Indonesia, sehingga penggunaan istilah HaKI sudah tidak dipergunakan 
kembali pada tahun tersebut
6
.  
Lahirnya HKI di Indonesia dipengaruhi oleh kedatangan dari 
Kolonial Hindia Belanda yang mengeluarkan pengaturan HKI yang 
mencangkup Auteurswet 1912 Stb.1912 No.600 tentang Hak Cipta, 
Reglement Industriele Eigendom Kolonien Stb.1912 No.545 jo Stb. 1913 
No.214 tentang Hak Merek, dan Octrooweit 1910 S.No.33 yis S.11-33, S. 22-
54 tentang Paten
7
. Pengaturan hak cipta di Indonesia kali pertama 
diberlakukan dengan menggunakan asas konkordansi Belanda, yakni 
berdasarkan Undang-Undang Belanda tanggal 29 Juni 1911 Staatblad Nomor 
197 yang memberikan kekuasaan kepada Ratu Belanda untuk 




Terdapat dua macam hak yang dilindungi di dalam Undang-
Undang tentang Hak Cipta milik Indoneisia, yakni hak ekonomi dan hak 
moral
9
. Definisi dari hak ekonomi itu sendiri adalah hak pencipta untuk 
mendapatkan keuntungan secara ekonomis dari ciptaannya10. Sedangkan hak 
moral merupakan hak seorang pencipta terhadap karya ciptanya untuk tidak 
                                                          
6
 Kanti Rahayu, Hukum Kekayaan Intelektual dalam Frame Globalisasi (Hak Cipta, 
Merek, dan Paten), Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2020, hlm. 5. 
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 Suyud Margono, Hukum Hak Cipta Indonesia (Teori dan Analisis Harmonisasi 
Ketentuan WTO-TRIP’s Agreement), Bogor: Ghalia Indonesia, 2010, hlm. 31. 
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 Henry Soelistyo Budi, Beberapa Aspek Hukum dalam Perlindungan Hak Cipta, 
makalah disajikan pada Seminar sehari Pekan Seni dalam rangka HUT Institut Kesenian Jakarta 
(IKJ), Jakarta, 30 Juni 1997, hlm. 4. 
10
 Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori 









Saat ini pengaturan dalam pemberian royalti kepada Pencipta dan 
Pemilik Hak Terkait diatur didalam kebijakan yang di keluarkan oleh 
Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam bentuk Surat 
Keputusan. Namun, sebelum Pemerintah Republik Indonesia membentuk 
LMKN, para seniman telah mendirikan sebuah LMK yang berbentuk badan 
hukum yaitu Karya Cipta Indonesia (KCI). Lembaga KCI sendiri dibangun 
pada tahun 1990 sebagai bentuk kepedulian dari para seniman pada jaman itu 
atas Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang pada khususnya dalam ciptaan 
lagu yang tidak mendapatkan hak ekonomi walaupun ciptaan tersebut telah 
dipergunakan oleh para Pengguna dengan tujuan komersial. Hal inilah yang 
melatarbelakangi para musisi dalam mendirikan lembaga KCI yang ditujukan 




Negara Liberal seperti Amerika Serikat dalam usahanya untuk 
melindungi Hak Cipta seorang pencipta memiliki pengaturan yang sedikit 
berbeda dengan Indonesia. Hal ini dikarekan di Amerika Serikat terdapat dua 
paham yang berbeda dalam melindungi hak cipta dari seseorang. Apabila 
melihat dari peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah Amerika Serikat, 
maka kita dapat meninjau segala pengaturan mengenai perlindungan hak cipta 
                                                          
11
 Yusran Isnaini, Buku Pintar HAKI: Tanya Jawab Seputar Hak Kekayaan Intelektual, 
Bogor: Ghalia Indonesia, 2010, hlm. 11. 
12
 Ampuan Simatupang dan Rita Kusmayanti, Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta 
atau Pemegang Hak Cipta Lagu dalam Pembayaran Royalti, Journal of Law and Policy 





melalui kebijakan The Copyright Act of 1976 dan pengaturan mengenai 
pemberian Royalti dapat dilihat melalui Code of Federal Regulations title 37 
§385. Kemudian apabila kita melihat paham yang dikemukakan oleh Richard 
Stallman, yang dalam hal ini dikenal sebagai  tokoh gerakan Copyleft, pada 
khususnya dibidang software komputer, maka akan ditemukan sebuah istilah 
yang disebut sebagai Copyleft atau Fungsi Sosial Hak Cipta
13
. 
Hukum hak cipta AS berasal dari Statute of Anne (Statuta Anne). 
Statuta ini dibentuk sebagai bentuk tindakan dari Parlemen Inggris Raya yang 
disahkan pada tahun 1710. Tradisi di dalam hak cipta Anglo-Amerika ini 
pada sebagian besar pengaturannya didasarkan pada justifikasi utilitarian, 
kepribadian, dan teori John Locke (1764). Teori utilitarian sangat 
menekankan manfaat sosial dari sebuah produksi karya kreatif dan 
membenarkan akan adanya insentif monopolistik dalam berinovasi, 
sedangkan pada teori Lockean mendalilkan bahwa hak dibenarkan dalam 




Sasaran perlindungan hak cipta yang dinyatakan di dalam Statute of 
Anne adalah "Untuk Mendorong Manusia Terpelajar untuk Menyusun dan 
Menulis Buku yang berguna", sedangkan "Progress Clause," Artikel I, 
Bagian 8, Klausul 8 United States Constitution, memberdayakan Kongres 
"dalam mempromosikan perkembangan ilmu pengetahuan dan seni yang 
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bermanfaat dengan memberikan hak eksklusif kepada penulis dan penemu 
untuk menulis dan penemuan dalam waktu terbatas”. Dasar dari mekanisme 
hak cipta utilitarian yang ditetapkan dalam Statute of Anne dan Progress 
Clause adalah dibuat menurut undang-undang (yaitu diberlakukan oleh 
legislator), monopoli berbatas waktu untuk mendorong kreatifitas untuk 
kepentingan publik, setelah itu, monopoli berakhir dan karya kreatif masuk ke 
domain publik. Monopoli berbatas waktu ini telah diadopsi dalam undang-
undang hak cipta di hampir setiap negara di dunia
15
. 
Hak pertunjukan publik atas musik pertama kali didirikan oleh 
Kongres pada akhir abad ke-19, selanjutnya dikodifikasi dalam Undang-
Undang 1909. Pada tahun 1914, sekelompok komposer dan penerbit 
menyadari bahwa terdapat sebuah permasalahan dalam pemberian lisensi, 
pengawasan, dan pelaksanaan sejumlah besar pertunjukan publik dari setiap 
karya musik di seluruh Amerika Serikat, sehingga mereka membentuk sebuah 
organisasi yang bernama Perfomance Rights Organization (PRO) dan 
American Society of Composers, Authors and Publishers (ASCAP). Kedua 
organisasi tersebut dibentuk bertujuan untuk menegakkan apa yang disebut 
sebagai "hak pertunjukan kecil" atau juga dikenal sebagai "hak nondramatic". 
Segera setelah terbentuknya organisasi tersebut, ASCAP menerapkan "lisensi 
menyeluruh" yang menggabungkan hak cipta music atas komposer, penulis, 
dan afiliasi penerbit serta secara kolektif memberikan lisensi hak tersebut 
kepada pengguna musik (misalnya restoran, klub, stasiun radio, dan stasiun 







televisi selanjutnya) dengan biaya tunggal , tanpa menggunakan penentuan 
atau negosiasi perizinan secara individual
16
. 
The Copyright Act of 1790 merupakan peraturan perundang-
undangan yang dimiliki oleh Amerika Serikat dalam mengatur perlindungan 
Hak Cipta. Kebijakan tersebut dibuat dengan maksud untuk memberikan 
sebuah stimulus dalam belajar. Untuk mencapai hal tersebut, maka dibuatlah 
sebuah perlindungan bagi seorang penulis yang berbentuk hak tunggal dan 
hak kebebasan untuk mencetak, menerbitkan ulang, menerbitkan dan menjual 
peta, grafik dan karya buku dalam jangka waktu 14 tahun dan hak tersebut 
dapat diperpanjang  selama 14 tahun dengan syarat pencipta masih hidup. 
Kebijakan The Copyright Act of 1790 telah mengalami perubahan 
menjadi The Copyright Act of 1909 yang menegaskan bahwa sebuah hasil 
dari karya cipta seseorang perlu dilindungi selama 28 tahun dan dapat 
diperpanjang kembali selama 28 tahun. Kemudian pada tahun 1976, peraturan 
perundang-undangan tersebut telah digantikan oleh kebijakan The Copyright 
Act of 1976 yang diberlakukan pada tahun 1978. Adapun pengaturan yang 
diberlakukan di dalam kebijakan tersebut hanya mengatur mengenai 
perlindungan hak cipta terhadap sebuah karya cipta orisinil yang telah 
diumumkan dan telah didaftarkan.  
Kebijakan yang diatur di dalam kebijakan The Copyright Act of 
1976 dianggap kurang mengatur hak cipta dalam segala bidang. Karena 
keterbatasan tersebut, maka negara bagian membuat hukum yang tidak diatur 
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di dalam The Copyright Act of 1976, yakni memberikan perlindungan 
terhadap karya cipta yang tidak dipublikasikan dan bagi karya cipta yang 
telah dipublikasikan tetapi tidak ditempelkan peringatan hak cipta akan tetap 
diatur di dalam hukum federal secara eksklusif. 
Maksud dari istilah Copyleft adalah pembebasan dalam 
pendistribusian salinan suatu karya cipta dan versi yang telah dimodifikasi 
tanpa membayarkan royalti kepada pencipta atas penggunaanhak cipta seperti 
software komputer, dokumen, musik, dan kesenian lainnya dengan tetap 
mengusung perlindungan hak moral walaupun hak ekonomi ditiadakan
17
. 
Istilah Copyleft ini sebenarnya merupakan sebuah kata yang berasal dari kata 
Copyright yang kemudian diplesetkan menjadi Copyleft. Hal tersebut 
dikarenakan pengaturan Copyleft ini sangat bertentangan dengan pengaturan 
yang telah dibuat oleh pemerintah Amerika Serikat, yakni apabila Copyright 
digunakan untuk membatasi kebebasan pengguna hak cipta ataupun hak 
terkait, maka Copyleft digunakan untuk menjamin kebebasan pengguna hak 
cipta dalam mendistribusikan karya cipta yang telah digunakan tersebut
18
. 
Konsep yang digunakan oleh pengaturan Copyleft milik Amerika 
Serikat berawal pada masa komputer baru mulai dikenal pada tahun 1950 di 
negara-negara berkembang seperti Amerika Serikat. Pada saat itu, istilah 
Copyleft masih disebut dengan Open Access atau akses terbuka yang mana 
pengaturan tersebut hanya merujuk pada koleksi pustaka berbentuk digital 
yang telah terpasang atau menggunakan koneksi internet yang tidak 
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. Banyaknya perangkat lunak gratis dan proyek sumber terbuka 
yang muncul pada saat itu diproduksi, dijual, didistribusikan dan digunakan 
di Amerika Serikat dirilis melalui lisensi yang berada di bawah persyaratan 
apa yang sekarang dikenal sebagai lisensi publik. Lisensor memberikan 
lisensinya kepada pengguna hak untuk memiliki salinan kode sumber dan 
memastikan bahwa semua turunan dari karya tersebut di masa depan juga 
harus dirilis di bawah persyaratan lisensi tersebut
20
. 
Pengaturan tentang Copyleft yang dimiliki oleh Amerika Serikat ini 
merupakan sebuah sistem pengaturan yang sangat diharapkan oleh 
kebanyakan masyarakat karena Copyleft dianggap tidak melanggar konsep 
hak cipta karena di dalam sistem tersebut telah terdapat hak cipta yang 
ditambahkan dengan ketentuan pendistribusian suatu karya. Hal ini sejalan 
dengan fakta dari kesuksesan pengaturan copyleft dalam memberikan lisensi 
publik atau General Public Licence (GPL) oleh pencipta kepada penerima 
lisensi yang tidak dimaksudkan untuk mencegah penggunaan komersial atau 
distribusi. Bahkan pengaturan tersebut memberikan kepada kedua belah pihak 
pilihan tentang bagaimana sebuah karya dipergunakan dan apakah 
memerlukan biaya untuk perusahaan distribusi
21
 (dalam kasus ini adalah 
perusahaan rekaman musik). Terlebih apabila sistem tersebut digunakan di 
dalam suatu karya cipta lagu, maka angka pembajakan suatu karya dapat 
                                                          
19
 Islamiah Manurung dan Nur Afni Lubis, “Hak Cipta dan Lisensi yang Berkaitan 
dengan Konten Ilmiah Termasuk Hak Cipta Tradisi serta Hak Milik Bersama dan Open Access”, 
Jurnal Iqra, Volume 14, Nomor 1, Mei, 2020, hlm. 43-44. 
20
 David M. Berry, “Copy, Rip, Burn: The Politics of Copyleft and Open Source”, 
London: Pluto Press, 2008, hlm. 115. 
21
 Jay P. Kesan dan Rajiv Shah, “Shaping Code”, https://ssrn.com/abstract=328920 





diminimalisir. Hal tersebut dikarenakan seseorang tidak perlu untuk 
melakukan pembajakan karya cipta lagu untuk mendapatkannya selama hak 
moral dari pencipta tidak dihilangkan
22
. 
B. Rumusan Masalah 
Melihat permasalahan yang telah dijelaskan di dalam latar belakang 
di atas, penulis menemui beberapa permasalahan yang dapat penulis 
rumuskan untuk dijadikan sebagai acuan penulis dalam melakukan penelitian 
ini. Adapun permasalahan yang dapat  penulis rumuskan adalah sebagai 
berikut: 
1. Bagaimanakah perbandingan pengaturan pemberian royalti atas hak cipta 
lagu antara Indonesia dengan Amerika Serikat? 
2. Bagaimanakah bentuk hambatan-hambatan dalam pemberian royalti atas 
hak cipta lagu di Indonesia dan Amerika Serikat? 
C. Tujuan 
Adapun tujuan dasar penulis dalam melakukan penelitian ini dapat 
penulis uraikan sebagai berikut: 
1. Mengkaji bentuk perbandingan pengaturan pemberian royalti atas hak 
cipta lagu antara Indonesia dengan Amerika Serikat. 
2. Mengkaji bentuk hambatan-hambatan dalam pemberian royalti atas hak 
cipta lagu di Indonesia dengan Amerika Serikat. 
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Manfaat yang dapat ditimbulkan dari penelitian yang penulis 
lakukan terbagi menjadi dua manfaat, yakni sebagai berikut: 
1. Manfaat Teoritis 
Hasil dari penelitian ini dapat membagikan sebuah informasi yang lebih 
luas bagi para pembaca mengenai pengetahuan perbedaan pengaturan 
pemberian royalti atas hak cipta aransemen lagu di Indonesia dengan 
Amerika Serikat. 
2. Manfaat Praktis 
Hasil penelitian ini dapat difungsikan sebagai sebuah pedoman maupun 
perbandingan bagi para pembaca, praktisi, ataupun pemerintah dalam 
mengoptimalkan peraturan perundang-undangan yang telah ada dalam 
mengatur pemberian royalti atas hak cipta aransemen lagu di Indonesia. 
E. Tinjauan Pustaka 
Pengaturan pemberian royalti yang dimiliki Indonesia dengan 
Amerika Serikat pada dasarnya memiliki perbedaan yang cukup signifikan. 
Terlebih adanya sebuah istilah Copyleft atau Fungsi Sosial Hak Cipta yang 
diatur di dalam kebijakan milik Amerika Serikat yang membebaskan para 
penerima lisensi dari tanggungjawab pemberian royalti kepada pemegang hak 
cipta menjadikan penelitian ini akan menarik untuk dibahas. Hal tersebut 
yang berdampak pada keinginan penulis untuk melakukan penelitian ini 
dengan harapan penelitian ini dapat memberikan referensi kepada pembaca, 





perundang-undangan yang bukan hanya melindungi kepentingan pemegang 
hak cipta, melainkan juga kepentingan penerima lisensi. 
Penelitian dengan judul “PENGATURAN PEMBERIAN 
ROYALTI ATAS HAK CIPTA ARANSEMEN LAGU DI INDONESIA 
DAN AMERIKA SERIKAT” baik dalam bentuk skripsi maupun penelitian 
lainnya sudah banyak dilakukan. Untuk memberikan gambaran posisi 
penelitian ini dihadapan penelitian-penelitian yang sudah ada, berikut penulis 
ilustrasikan empat penelitian terkait. 
1. Arif Fitrawan, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Untuk Mendapatkan 
Royalti Atas Hak Cipta Karya Lagu di Kota Makasar”. Skripsi Ini 
mendiskusikan mengenai perlindungan hukum terhadap hak untuk 
mendapatkan royalti atas hak cipta karya lagu
23
. Sedangkan penelitian 
yang peneliti lakukan membahas tentang pengaturan pemberian royalti 
atas hak cipta aransemen lagu di Indonesia dan Amerika Serikat. 
2. Elissa, “Penarikan Royalti Hak Cipta Lagu Oleh Yayasan Karya Cipta 
Indonesia (YKCI) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 
Tentang Hak Cipta”. Penelitian ini membahas tentang penarikan royalti 
hak cipta atas sebuah lagu yang dilakukan oleh Yayasan Karya Cipta 
Indonesia (YKCI) terhadap lagu yang digunakan oleh pengguna secara 
komersil
24
. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas 
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tentang perbandingan pengaturan pemberian royalti atas hak cipta 
aransemen lagu antara Indonesia dengan Amerika Serikat. 
3. Gigih Cendikia Muslim, “Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pencipta 
Lagu yang Karyanya Dibajak Pihak Lain dalam Media Sosial”. 
Penelitian ini membahas tentang Upaya hukum bagi pencipta lagu yang 
karyanya dibajak oleh pihak lain melalui media sosial dalam 
menyelesaikan sengketanya
25
. Sedangkan penelitian yang penulis 
lakukan membahas tentang bagaimana pemberian royalti kepada Seorang 
penulis lagu yang karyanya diaransemen oleh pihak lain dilihat melalui 
studi perbandingan hukum antara Indonesia dengan Amerika Serikat. 
4. Jennifer Elizabeth Dolen, “Copyright or Copyleft?: Balancing Image for 
Artists, Museums, and Audiences”. Penelitian ini membahas tentang 
probelmatika yang terjadi pada negara Amerika Serikat mengenai sistem 
perlidungan hak cipta terhadap karya seni yang disesuaikan untuk 
seniman, museum, dan para penonton
26
. Sedangkan penelitian yang 
penulis lakukan membahas tentang bentuk pengaturan terhadap 
pemberian royalti di Indonesia dan Amerika Serikat. 
Berdasarkan bacaan penulis terhadap penilitian terkait, tanpa sikap 
apriori, Penulis menyimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan penulis 
berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh keempat penulis tersebut, 
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yakni dalam penelitian ini penulis membahas tentang Pengaturan Pemberian 
Royalti Atas Hak Cipta Aransemen Lagu di Indonesia dan Amerika Serikat 
ditinjau dari segi sudut pandang studi perbandingan hukum. Penelitian ini 
penulis lakukan dikarenakan adanya perbedaan yang terjadi antara pengaturan 
pemberian royalti yang dimiliki oleh Indonesia dengan pengaturan pemberian 
royalti yang dimiliki oleh Amerika Serikat. Sehingga hal ini membuat 
penelitian yang penulis lakukan memiliki perbedaan dari keempat penelitian 
terdahulu yang penulis paparkan di atas. 
F. Metodologi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian 
kepustakaan. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian dengan 
menggunakan teknik pengumpulan data melalui kegiatan penelaahan 
terhadap berbagai macam buku, literatur, catatan, jurnal maupun berbagai 
laporan yang berkaitan dengan masalah yang akan dipecahkan
27
. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan karena menggunakan 
data sekunder yang berupa bahan-bahan kepustakaan, seperti buku-buku, 
literatur, jurnal, dan lain sebagainya. 
2. Jenis Pendekatan 
Jenis Pendekatan yang penulis gunakan adalah jenis pendekatan Normatif. 
Pendekatan normatif adalah penelitian yang mengkaji atau menganalisis 
data pembantu yang berupa bahan hukum pembantu dengan memahami 
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hukum sebagai seperangkat peraturan perundang-undangan atau norma 
aktif yang terdapat dalam sistem hukum perundang-undangan yang 
berlaku secara umum
28
. Alasan penulis menggunakan pendekatan 
normatif karena penelitian ini mengkaji perbedaan pengaturan pemberian 
hak cipta atas aransemen lagu di Indonesia dan Amerika Serikat melalui 
perspektif hukum positif di Indonesia dan Amerika Serikat. 
3. Sumber Data 
Sumber Data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah 
Data Sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau 
dikumpulkan seorang peneliti yang sedang melakukan penelitian dari 
sumber-sumber yang telah ada
29
. Penelitian ini menggunakan sumber data 
sekunder karena penelitian ini didasari oleh bahan-bahan hukum yang 
telah tersedia sebelumnya, seperti Undang-Undang Hak Cipta Indonesia 
dan Amerika Serikat, Jurnal, Skripsi, dan bahan-bahan hukum yang 
lainnya. 
4. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode studi dokumen. 
Metode studi dokumen adalah suatu metode pengumpulan data yang 
dirancang untuk mencari data dan informasi melalui dokumen (antara lain 
dokumen tertulis, foto, gambar dan dokumen elektronik) yang dapat 
mendukung proses penelitian. Selain menggunakan dokumen, foto, 
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gambar maupun dokumen elektronik, penulis juga menggunakan karya 
tulis akademik dan seni yang telah ada.
30
 Penelitian ini menggunakan 
metode studi dokumen karena di dalam penelitian ini, peneliti melakukan 
pengumpulan data melalui analisis literatur-literatur dan buku-buku serta 
jurnal-jurnal yang didapat melalui internet. 
5. Metode Analisis Data 
Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini berupa metode 
kualitatif dengan alur berpikir induktif. metode Penelitian kualitatif 
bertujuan untuk melakukan penelitian dalam konteks alamiah yang 
khusus dan menggunakan berbagai metode alamiah untuk 
mendeskripsikan dalam bentuk bahasa dan bahasa untuk memahami 




Kemudian yang dimaksud dengan alur berpikir induktif adalah Cara 
berpikir yang menarik kesimpulan umum dari kasus individu. Penalaran 
induktif dimulai dengan merumuskan kalimat dengan ruang lingkup 
tertentu dan terbatas saat menyusun parameter yang diakhiri dengan 
kalimat umum.
32
 Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan 
alur berpikir induktif karena dalam membahas penelitian ini, peneliti 
menganalisa pokok permasalahan berdasarkan data yang diperoleh untuk 
diselesaikan secara kualitatif melalui alur pikir induktif. 
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G. Sistematika Penulisan 
Rencana laporan penelitian ini akan dibagi menjadi empat bab yang 
masing-masingnya saling terkait, yakni: 
Bab I Pendahuluan. Pada bab ini berisi mengenai latar belakang 
permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian 
yang melatarbelakangi penulis dalam melakukan penelitian ini. Kemudian 
terdapat tinjauan pustaka yang membahas tentang kedudukan penelitian yang 
penulis lakukan terhadap penelitian terkait yang telah dilakukan sebelumnya, 
metode penelitian, dan sistematika penulisan.  
Bab II Tinjauan Konseptual. Pada bab ini berisi tentang landasan 
teori dari pemberian royalti, hak cipta atas lagu, aransemen lagu, dan 
pengaturan hak cipta antara Indonesia yang tertuang di dalam Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta 
dengan pengaturan hak cipta di Amerika Serikat yang tertuang di dalam US 
Copyright Act of 1976.  
Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini akan 
dibahas mengenai hasil dari analisis kepustakaan dan analisis penulis 
mengenai pengaturan pemberian royalti atas hak cipta aransemen lagu di 
Indonesia dan Amerika Serikat. Data sekunder yang telah diperoleh akan 
dikaji kembali menjadi bentuk naratif deskriptif dengan menggunakan 





Bab IV Penutup. Pada bab ini membahas tentang  
Kesimpulan merupakan jawaban atas pertanyaan dan hipotesis yang diajukan 







A. Tinjauan Umum tentang Hak Cipta 
1. Pengertian Mengenai Hak Cipta 
Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Ciptaan merupakan setiap 
hasil suatu karya cipta yang telah diolah oleh akal pikir manusia  melalui 
Inspirasi, kemampuan berpikir, imajinasi, ketangkasan atau keahlian 
diekspresikan dalam bentuk nyata dalam bidang sains, seni dan sastra
 33
. 
Kemudian apabila dilihat dari sudut pandang sejarah, konsep 
perlindungan hak cipta telah berkembang pesat sejak J. Gutenberg 
menemukan mesin cetak di Eropa pada pertengahan abad ke-15. 
Ditemukannya mesin cetak pada masa itu dipengaruhi oleh keinginan 
untuk memperbanyak karya cipta, khususnya dibidang karya tulis. 
Peristiwa tersebut yang pada awalnya menumbuhkan copyright
34
. 
Masalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah menjadi 
persoalan yang patut untuk diperhatikan dan dikaji lebih mendalam bagi 
negara-negara berkembang maupun negara-negara yang telah maju. HKI 
dianggap dapat memberikan keuntungan bagi para pencipta maupun bagi
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para penerima izin lisensi. Hal ini membuat HKI memerlukan suatu 
perlindungan hukum untuk melindungi khususnya para pencipta suatu 
karya cipta dari individu-individu yang tidak bertanggungjawab dalam 
menggunakan karya cipta seseorang untuk digunakan secara komersil. 
Sehingga dari hal tersebut akan memberikan stimulus kepada masyarakat 
agar dapat berkarya untuk menciptakan suatu temuan-temuan baru 
khususnya dibidang HKI. 
Berdasarkan The Copyright Act of 1976 pada § 102, pengertian 
hak cipta diartikan sebagai sebuah karya asli dari ciptaan yang telah 
ditetapkan di dalam sebuah media ekspresi berwujud apa pun dimana 
ciptaan tersebut telah diketahui di masa sekarang maupun ciptaan yang 
dikembangkan dikemudian hari. Karya cipta tersebut dapat dilihat atau 
memiliki wujud nyata, direproduksi, atau dikomunikasikan, baik secara 
langsung atau dengan bantuan sebuah mesin atau perangkat. 
2. Ruang Lingkup Perlindungan Hak Cipta 
Ruang lingkup perlindungan hak cipta dapat ditemukan pada 
Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 
2014 Tentang Hak Cipta. Pasal 40 ayat (1) pada Undang-Undang tentang 
Hak Cipta tersebut menjelaskan bahwa: 
a. Dalam Undang-Undang ini, Ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan 
dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup: 
1) Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua 





2) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu; 
3) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu 
pengetahuan; 
4) Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks; 
5) Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, 
ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, kolase; 
6) Karya seni terapan; 
7) Karya arsitektur; 
8) Peta; 
9) Karya seni batik atau seni motif lain; 
10)  Karya Fotografi; 
11)  Potret; 
12)  Karya Sinematografi 
13)  Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, 
aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi; 
14)  Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi 
ekspresi budaya tradisional; 
15)  Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat 
dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya; 
16)  Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama karya seni itu asli; 
17)  Permaian video; dan 





b. Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilindungi sebagai 
ciptaan tersendiri dengan tidk mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli. 
c. Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), 
termasuk perlindungan terhadap ciptaan yang tidak atau belum 
dilakukan pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata 
yang memungkinkan Penggandaan Ciptaan tersebut. Selanjutnya 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 juga 
menjelaskan pengertian dari jenis ciptaan yang dilindungi 
sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasa 40 Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 sebagai berikut: 
a) Perwajahan karya tulis adalah karya cipta yang lazim dikenal 
dengan Typhologhical Arrangement, yaitu aspek seni pada 
susunan dan bentuk penulisan karya tulis. Hal ini mencakup antara 
lain format, hiasan, komposisi warna dan susunan atau tata letak 
huruf indah yang secara keseluruhan menampilkan wujud yang 
khas; 
b) Alat peraga adalah ciptaan yang berbentuk dua atau tiga dimensi 
yang berkaitan dengan geografi, topografi, arsitektur, biologi atau 
ilmu pengetahuan lain; 
c) Lagu atau musik dengan atau tanpa teks diartikan sebagai satu 
kesatuan karya cipta yang bersifat utuh; 
d) Gambar antara lain meliputi: motif, diagram, sketsa, logo, dan 





e) Karya seni terapan adalah karya seni rupa yang dibuat dengan 
menerapkan seni pada suatu produk hingga memiliki kesan estetis 
dalam memenuhi kebutuhan praktis, antara lain penggunaan 
gambar, motif, atau ornamen pada suatu produk; 
f) Karya arsitektur antara lain, wujud fisik bangunan, penataan letak 
bangunan, gambar rancangan bangunan, gambar teknis bangunan, 
dan model atau maket bangunan; 
g) Peta adalah suatu gambaran dari unsur alam dan/atau buatan 
manusia yang berada di atas atauun di bawah permukaan bumi 
yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu, 
baik melalui media digital maupun non-digital; 
h) Karya Fotografi meliputi semua foto yang dihasilkan dengan 
menggunakan kamera; 
i) Karya Sinematografi adalah ciptaan yang berupa gambar gerak 
(moving images) antara lain: film dokumenter, iklan, reportase 
atau film, cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. 
Karya Sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, 
piringan video, cakram optik, dan/atau media lain yang 
memungkinkan untuk dipertunjukan di bioskop, layar lebar, 
televisi, atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu 
contoh bentuk audiovisual; 
j) Bunga Rampai meliputi: ciptaan dalam bentuk buku yang berisi 





komposisi berbagai karya tari pilihan yang direkam di dalam 
kaset, cakram optik, atau media lain
35
. 
Berdasarkan penjelasan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta diatas, 
maka dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa karya cipta dalam bentuk 
lagu atau musik masuk ke dalam ruang lingkup perlindungan hak cipta. 
Sehingga dari hal tersebut maka dalam hal ini pengarang atau pencipta 
sebuah lagu atau musik perlu untuk mendapatkan perlindungan hukum 
atas karya-karya yang telah dihasilkannya. Kemudian ruang lingkup 
perlindungan hak cipta dari negara Amerika Serikat dapat dilihat di 
dalam The Copyright Act of 1976 pada § 102 yang menjelaskan bahwa:  
“Copyright protection subsists, ..., in original works of authorship 
fixed in any angible medium of expression, now known or later 
developed, from wich they can be perceived, reproduced, or 
otherwise communicated, either directly or with the aid of a 
machine or device.” 
(Perlindungan hak cipta terdapat pada, ..., dalam karya-karya asli 
milik pencipta secara tetap di dalam berbagai media nyata dari 
sebuah ekspresi, yang pada masa sekarang dikenal atau yang 
kemudian dikembangkan, yang mana mereka dapat untuk 
dipahami, direproduksi, ataupun dikomunikasikan, baik secara 
langsung maupun dibantu dengan mesin atau peralatan.) 
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Berdasarkan dari penjelasan di atas, maka ciptaan yang 
dilindungi oleh The Copyright Act of 1976 adalah: 
a) Literary works (Karya Sastra); 
b) Musical works, including any accompanying words (Musik/lagu, 
termasuk teks/lirik yang menyertainya); 
c) Dramatic works, including any accompanying music (Drama, 
termasuk musik yang menyertainya); 
d) Pantomimes and Choreographic works (Pantomim dan Karya 
Koreografi); 
e) Pictorial, Graphic, and Sculptural works (Karya Bergambar, Karya 
Grafis, dan Patung); 
f) Motion Pictures and Other Audiovisual works (Film dan Karya 
Audiovisual lainnya); 
g) Sound Recording (Rekaman suara); dan 
h) Architectural works (Karya Arsitektur)36. 
Perlindungan hukum yang diberikan oleh The Copyright Act of 
1976 terhadap hak cipta milik Amerika Serikat tidak hanya sampai disitu 
saja. Pada § 103 juga menjelaskan bahwa perlindungan hukum atas hak 
cipta juga diberikan kepada karya kompilasi dan karya turunan. 
Kemudian di dalam § 104, menjelaskan tentang pengaturan mengenai 
ciptaan yang belum dipublikasikan dan ciptaan yang telah 
dipublikasikan. Adapun pengaturannya sebagai berikut: 
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a) Untuk ciptaan yang belum dipulikasikan dan disebutkan di dalam § 
102 dan § 103, maka akan mendapatkan perlindungan hukum tanpa 
memandang kewarganegaraan maupun domisili dari pencipta suatu 
karya cipta. 
b) Untuk ciptaan yang telah dipublikasikan dan disebutkan di dalam § 
102 dan § 103, maka akan mendapatkan perlindungan hukum 
apabila: 
1. Pada tanggal saat publikasi kali pertama dilakukan, satu atau 
lebih dari penciptanya merupakan warga negara atau yang 
berdomisili di Amerika Serikat, atau memiliki status warga 
negara, berdomisili atau dalam otoritas yang berdaulat dari piha 
perjanjian, atau merupakan seseorang yang tidak memiliki 
kewarganegaraan dimanapun orang tersebut berdomisili; atau 
2. Ciptaan yang kali pertama dipublikasikan di dalam wilayah 
Amerika Serikat atau di wilayah negara lain yang pada tanggal 
kali pertama dipublikasikan merupakan pihak perjanjian; atau 
3. Ciptaan berupa rekaman suara yang kali pertama dibuat dalam 
suatu wilayah pada suatu pihak perjanjian; atau 
4. Ciptaan yang berupa karya bergambar, karya grafis, atau patung 
yang termasuk di dalam suatu bangunan atau struktur lainnya, 
atau sebuah karya arsitektur yang terdapat pada sebuah bangunan 
atau struktur tersebut berlokasi di Amerika Serikat atau di 





5. Ciptaan tersebut kali pertama dipublikasikan oleh Perserikatan 
Bangsa-Bangsa (PBB) atau badan khususnya, atau oleh 
organisasi Amerika Serikat; atau 




3. Fungsi Sosial di Dalam Hak Cipta 
Terdapat batasan dalam menggunakan hak cipta seseorang, 
yang mana batasan tersebut tidak diperbolehkan untuk dilanggar oleh 
siapa saja yang akan menggunakan karya cipta tersebut. Adapun batasan 
tersebut dapat dibagi kedalam tiga hal, yaitu
38
: 
Pertama, batasan terhadap norma kesusilaan dan ketertiban 
umum. Penggunaan hak cipta diwajibkan untuk tidak melanggar norma 
kesusilaan dan ketertiban umum. Salah satu contoh dari hak cipta yang 
melanggar norma kesusilaan adalah penggunaan hak untuk 
mengumumkan atau memperbanyak sebuah kalender yang memiliki 
gambar seorang wanita/pria tanpa berbusana, seks bebas ataupun 
pornografi, sedangkan penggunaan hak yang termasuk kedalam 
pelanggaran ketertiban umum adalah memperbanyak dan menyebarkan 
buku yang berisi tentang ajaran untuk mengizinkan seorang wanita untuk 
mempunyai suami lebih dari satu (poliandri). 
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Kedua, fungsi sosial hak cipta. Penggunaan hak cipta dapat 
dilakukan secara bebas selama tidak meniadakan/mengurangi fungsi 
sosial dari pada hak cipta. Fungsi sosial hak cipta dapat diartikan sebagai 
pememberian kesempatan kepada masyarakat luas oleh seorang pencipta 
untuk memanfaatkan ciptaannya untuk kepentingan pendidikan dan ilmu 
pengetahuan, bahan pemecahan suatu masalah, pembelaan perkara di 
dalam sebuah acara peradilan, bahan ceramah dengan mencantumkan 
sumber/nama penciptanya secara lengkap. 
Ketiga, pemberian lisensi wajib. Kebebasan dalam 
menggunakan hak cipta tidak boleh mengesampingkan atau bahkan 
meniadakan kewenangan pemerintah dalam menegeluarkan sebuah 
kebijakan untuk mengatur pemberian suatu imbalan dalam bentuk royalti 
kepada pencipta/pemegang hak cipta melalui pemberian lisensi 
(compulsory licensing) eorang pencipta kepada pihak penerima lisensi 
untuk kepentingan penerjemahan atau memperbanyak hasil ciptaannya. 
Pemberian lisensi wajib didasarkan pada pertimbangan tertentu suatu 
negara terhadap kehadiran suatu ciptaan yang dianggap sangat penting 
bagi kehidupan masyarakat dan negara, misalnya untuk tujuan 
pendidikan, pengajaran, ilmu pengetahuan, penelitian, pertahanan, 
keamanan, dan ketertiban masyarakat.  
Pembatasan penggunaan hak cipta dimaksudkan agar antara 
hak pencipta dengan kepentingan masyarakat dapat mengalami 









Negara Amerika Serikat yang mengedepankan pandangan 
liberalisme juga memiliki sebutan “Copyleft” atau Fungsi Sosial Hak 
Cipta yang dimaksudkan untuk menentang kebijakan perlindungan Hak 
Kekayaan Intelektual (HKI) yang dianggap oleh para penganutnya 
sebagai permainan monopoli yang hanya menguntungkan pihak 
penciptanya saja. Sehingga hal tersebut membuat banyak masyarakat 
Amerika Serikat yang merasa tidak percaya dengan keberadaan undang-
undang perlindungan HKI tersebut. 
Pengaturan hak cipta di Amerika Serikat pada hakekatnya tetap 
mengacu pada kebijakan The Copyright Act of 1976 walaupun banyak 
dari masyarakatnya tidak mempercayai undang-undang perlindungan hak 
cipta tersebut. Di dalam pengaturan The Copyright Act of 1976 juga 
mengatur tentang hak ekonomi dan hak moral. Tujuan dari hak ekonomi 
yang diatur di dalam kebijakan tersebut kurang lebihnya sama dengan 
pengaturan hak ekonomi yang diatur di dalam Undang-Undang Hak 
Cipta Milik Indonesia yakni untuk memberikan sejumlah uang kepada 
pencipta/pemegang hak cipta atas penggunaan suatu karya cipta oleh 
penerima hak cipta dalam bentuk royalti
40
. Kemudian, terdapat dua jenis 
hak moral yang diatur di dalam The Copyright Act of 1976, yaitu
41
: 
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a. The right of attribution/ the right of paternity 
Hak ini menjelaskan bahwa seorang pencipta tetap dapat diakui 
sebagai pencipta dari karyanya walaupun hasil karyanya telah 
dimanfaatkan secara komersil oleh pihak lain selain 
pencipta/pemegang hak cipta tersebut. 
b. The right of integrity 
Hak ini menjelaskan bahwa seorang pencipta memilik hak untuk 
mencegah terjadinya kerusakan integritas dari ciptaannya. Hal ini 
dapat diartikan apabila seorang pencipta merasa bahwa karya yang 
telah digunakan secara komersil oleh pihak lain selain pencipta 
tersebut mendapatkan suatu perubahan atas karya ciptanya dan hal 
tersebut dapat merusak visi dari penciptanya, maka pencipta dari 
karya cipta tersebut berhak untuk mencegah terjadinya suatu 
perubahan pada karyanya tersebut. 
Pengaturan mengenai perlindungan hak moral di dalam 
kebijakan The Copyright Act of 1976 hanya dapat diberikan kepada 
pencipta karya cipta visual (Visual Works). Hal ini diatur di dalam § 
106A dan mengenai karya cipta selain karya cipta visual, hak moral tidak 
dapat diberikan kepada seorang pencipta dari jenis-jenis karya cipta yang 
lainnya, seperti karya sastra atau musik
42
. 







4. Perlindungan Hukum Mengenai Hak Cipta 
Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak eksklusif 
yang negara berikan kepada seorang warga negara, sekelompok orang, 
ataupun Badan Hukum pada suatu negara dalam memanfaatkan kekayaan 
intelektual yang dimilikinya. Istilah HKI merupakan sebuah istilah yang 
berasal dari terjemahan Intellectual Property Right (IPR) yang diatur di 
dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 
Tentang Pengesahan Perjanjian World Trade Organization (WTO)
43
. 
HKI yang tergolong kedalam benda bergerak tidak berwujud, memiliki 
sifat-sifat kebendaan yang melekat padanya dan salah satunya adalah 
sifat benda yang dapat dialihkan pada pihak lain
44
.  
HKI merupakan kekayaan pribadi yang berasal dari kecerdasan 
seseorang yang dapat dimiliki dan dipergunakan sama dengan bentuk-
bentuk kekayaan lainnya
45
. Kekayaan intelektual yang seseorang miliki 
hakikatnya tidak secara kebetulan muncul begitu saja, hal tersebut 
dikarenakan peran pemerintah sangat penting dalam memberikan 
pengakuan atas hasil karya seseorang tersebut. Terdapat delapan hak 
seorang pencipta yang dilindungi oleh perlindungan HKI di Negara 
Indonesia. Salah satunya adalah hak cipta yang dilindungi di dalam 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang 
Hak Cipta.  
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Negara liberal seperti Amerika Serikat juga memiliki peraturan 
perundang-undangan yang mengatur tentang hak cipta. Peraturan tersebut 
diatur di dalam kebijakan pemerintah The Copyright Act of 1976. 
Peraturan tersebut memberikan kewenangan pada pemerintah  federal 
untuk mengatur kebijakan mengenai hak cipta di Amerika Serikat. 
Sehingga hal ini dapat menjamin keseragaman dalam menerapkan 
perlindungan hak cipta yang dianggap sangat berperan penting dalam 
bidang perdagangan antarnegara. 
Kebijakan pemerintah Amerika Serikat mengenai pengaturan 
hak cipta kali pertama diatur di dalam The US Copyright Act 1790. 
Kemudian kebijakan tersebut seiring perkembangan zaman yang terjadi 
mengalami banyak perubahan. Kebijakan yng berlaku hingga saat ini 
adalah The Copyright Act of 1976 dan kebijakan tersebut juga telah 
mengalami perubahan dan penambahan beberapa kali, seperti Audio 
Home Recording Act of 1992 (pengaturan mengenai perekaman audio 
digital), The Sonny Bono Copyright Term Extension Act of 1998 
(pengaturan mengenai perpanjangan jangka waktu hak cipta selama 20 
tahun), dan Digtal Millenium Copyright Act of 1998 (pengaturan 
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B. Tinjauan Umum Tentang Lagu atau Musik 
1. Pengertian Mengenai Lagu atau Musik 
Lagu atau musik merupakan sebuah sarana ungkapan kesenian, 
lagu atau musik dapat mencerminkan suatu kebudayaan bagi masyarakat 
pendukungnya. Nilai dan norma-norma yang merupakan bagian dari 
proses enkulturasi budaya secara formal maupun informal berada di 
dalam kandungan sebuah lagu atau musik yang telah diciptakan. Hal 
tersebut dikarenakan sebuah lagu atau musik memiliki bentuk yang khas 




Lagu atau musik dapat diartikan sebagai sebuah ungkapan isi 
hati, yang diekspresikan secara teratur kedalam bentuk bahasa bunyi 
(lagu). Apabila ungkapan isi hati tersebut dikeluarkan melalui mulut 
disebut sebagai vokal dan apabila dikeluarkan dengan menggunakan alat 
musik maka dapat disebut sebagai instrumental
48
.  
Musik juga dapat disebut sebagai bahasa emosi. Hal ini 
dikarenakan sebuah musik dapat dikatakan sama dengan bahasa dalam 
berkomunikasi. Layaknya sebuah bahasa, musik juga merupakan sebuah 
proses tata bahasa, kalimat, dan retorik. Titik perbedaannya terletak pada 
penyusunan bahasa yang disusun melalui kata-kata yang tersusun secara 
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konkrit, sedangkan nada yang terdapat pada sebuah musik tidak disusun 
secara konkrit dan tidak dapat diraba
49
.  
Lagu merupakan bentuk dari melodi, lagu merupakan bentuk 
yang natural dari musik yang dapat diproyeksikan oleh pandangan setiap 
orang. Sebuah lagu bagaimanapun juga tidak dapat membatasi vokal 
musik. Hal tersebut karena musik digunakan oleh manusia bukan hanya 
bertujuan sebagai hiburan atau hanya untuk menampilkan nilai-nilai 
estetika, tetapi juga dapat dipergunakan untuk tujuan-tujuan 
kemasyarakatan, seperti Bidang keagamaan, Bidang pendidikan, Bidang 
perjuangan, Bidang perdagangan
50
. Sesuai dengan pernyataan tersbut, 
Joseph Machlis berpendapat bahwa “Music is an art dealing with the 
organization of tone into patterns. It bases it’s appeal on the sensuous of 
musical sounds”
51
 (Musik adalah seni yang mengatur pengaturan nada 
menjadi pola. Ini mendasarkan daya tariknya pada suara musik yang 
sensual). 
2. Lagu dan Musik dalam Undang-Undang Hak Cipta 
Definisi dari sebuah karya musik atau lagu di dalam 
pengaturan Undang-Undang Hak Cipta dapat diartikan sebagai karya 
yang memiliki sifat utuh, walaupun terdiri dari beberapa instrumen lagu 
atau melodi, syair atau lirik, dan aransemennya termasuk notasi lagu 
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tersebut. Pengertian utuh di dalam Undang-Undang Hak Cipta 
dimaksudkan bahwa sebuah lagu atau musik merupakan satu karya cipta 
yang diciptakan oleh seseorang dan dengan demikian maka Hak Cipta 
atas karya cipta musik atau lagu tersebut hanya ada satu.  
Proses menciptakan sebuah lagu hingga menjadi suatu 
rekaman yang dapat dikonsumsi oleh seluruh lapisan masyarakat, baik 
yang bertujuan untuk kepentingan komersil ataupun yang tidak ditujukan 
untuk kepentingan komersil, hanya akan terlihat sebagai konsep-konsep 
pengalihan Hak cipta suatu karya cipta lagu atau musik belaka. Pada saat 
seorang pencipta menghasilkan sebuah karya cipta yang berbentuk 
sebuah lagu atau musik, baik yang menggunakan lirik maupun yang tidak 
menggunakan lirik, karya cipta tersebut akan mendapatkan perlindungan 
Hak Cipta secara otomatis. Kemudian pada proses yang lebih lanjut, 
pencipta dari sebuah karya cipta lagu atau musik tersebut akan 
mengalihkan sebagian dari hak cipta atas lagu atau musik tersebut kepada 
perusahaan rekaman suara.  
Perusahaan rekaman suara yang telah mendapatkan lisensi 
untuk menggunakan karya cipta lagu atau musik dari pencipta, akan 
meneruskan proses tersebut dalam bentuk pembuatan karya cipta 
rekaman suara dengan cara memilih dan menentukan seorang penyanyi 
yang dianggap sesuai untuk menyanyikan lagu tersebut, mencari pembuat 
aransemen lagu, mencari musisi pendukung, mempersiapkan ruang 





media pendukung yang akan digunakan dan dengan selesainya pekerjaan 
produser tersebut, maka sebuah karya cipta berbentuk rekaman suara 
akan mendapatkan perlindungan penuh oleh pengaturan Hak Cipta. 
Produser secara penuh dapat memiliki hak atas rekaman suara 
(sound recording right) tanpa mempengaruhi sedikitpun perlindungan 
hak cipta atas lagu tersebut yang sebelumnya telah menjadi milik 
pencipta dari lagu atau musik tersebut. Sebuah karya cipta berbentuk 
rekaman suara dapat dilakukan penggandaan dan pendistribusian oleh 
para distributor melalui lembaga atau agen yang tersebar hampir disetiap 
provinsi. Kemudian untuk selanjutnya, rekaman suara tersebut disalurkan 
kembali melalui toko-toko kaset agar dapat sampai kepada konsumen.  
Terdapat dua macam hak yang berkaitan dengan penggunaan 
hak cipta atas sebuah lagu atau musik yaitu hak mekanis (mechanichal 
right) yang berkaitan dengan kegiatan produksi ulang sebuah lagu atau 
musik kedalam bentuk kaset, Compact Disk, laser disk, video, dan 
sebagainya. Kemudiann hak mengumumkan (performing right) yang 
dapat dikaitkan dengan kegiatan memperdengarkan sebuah karya cipta 
musik atau lagu dengan cara menyanyikan, memutar kaset atau Compact 
Disk Player (CD Player) ditempat umum untuk kepentingan komersial. 
C. Tinjauan Umum Tentang Royalti  
1. Pengertian Mengenai Lisensi 
Penggunaan suatu karya cipta oleh pihak lain selain pencipta 





antara pemegang hak cipta dengan penerima hak cipta. Di dalam Pasal 1 
ayat (20) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 
Tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan lisensi 
adalah pemberian perizinan secara tertulis yang dilakukan oleh 
pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain 
(penerima hak cipta) untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak 
ciptaannya atau produk hak terkaitnya dengan suatu persayaratan tertentu 
yang telah disepakati secara bersama
52
. 
Lisensi di dalam pengertian hak cipta musik terbagi menjadi 




a. Lisensi Mekanikal (Mechanical Licenses), lisensi ini merupakan 
pemberian izin kepada perusahaan rekaman untuk menggunakan 
karya cipta dari pencipta ataupun pemilik hak terkait. Hal ini 
menandakan bahwa setiap orang yang memiliki keinginan untuk 
merekam, memperbanyak, dan mendistribusikan sebuah karya cipta 
untuk kepentingan komersial diwajibkan untuk memiliki bentuk 
lisensi ini. 
b. Lisensi Pengumuman/Penyiaran (Performing Licenses), lisensi ini 
merupakan suatu bentuk pemberian izin kepada lembaga-lembaga 
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penyiaran, seperti televisi, radio, konser, dan lain sebagainya yang 
memiliki tujuan untuk menampilkan atau memperdengarkan sebuah 
karya cipta yang berbentuk lagu dan/atau musik kepada khalayak 
umum. 
c. Lisensi Sinkronisasi (Synchronization Licenses), merupakan sebuah 
bentuk lisensi yang diberikan kepada seseorang yang memiliki 
tujuan untuk mengeksploitasikan karya cipta tersebut secara 
komersial ke dalam bentuk visual image, seperti ke dalam bentuk 
sebuah film, video, piringan kaset, dan lain sebagainya. 
d. Lisensi Mengumumkan Lembar Hasil Cetakan (Print Licenses), 
merupakan sebuah bentuk lisensi yang memberikan izin kepada 
pengguna hak cipta untuk mengumumkan sebuah lagu dalam bentuk 
cetakan, baik yang berbentuk partitur sebuah lagu maupun kumpulan 
dari sebuah notasi beserta lirik lagunya dan pengumuman tersebut 
diedarkan secara komersial. 
e. Lisensi Luar Negeri (Foreign Licenses), merupakan sebuah lisensi 
yang diberikan oleh pencipta lagu atau penerbit musik kepada agensi 
di sebuah negara untuk bertindak sebagai wakil dari pencipta 
maupun penerbit musik dalam memungut royalti atas penggunaan 
hak cipta atas musik dan/atau lagu yang dilakukan oleh negara yang 
bersangkutan. 
Atas pemberian lisensi yang dilakukan oleh pemegang hak 





mendapatkan sebuah imbalan dalam bentuk royalti yang dibayarkan oleh 
penerima lisensi sebagai bentuk penghargaan atas penggunaan suatu 
karya cipta
54
. Besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh penerima 
lisensi dalam membayar royalti kepada pemberi lisensi bergantung pada 
kesepakatan para pihak. Sehingga dari hal tersebut maka timbullah suatu 
perjanjian mengenai pembayaran royalti. 
2. Pengertian Mengenai Royalti 
Royalti merupakan bentuk pembayaran yang dilakukan oleh 
pemakai hak cipta (user) kepada pemilik hak cipta (pencipta) atau pelaku 
(performer) karena telah menggunakan karya cipta miliknya. Besaran 
royalti yang dibayarkan didasarkan pada prosentase dari pendapatan yang 
timbul karena adanya penggunaan karya cipta milik seseorang ataupun 
dengan cara yang lainnya
55
. Besarnya prosentase pembayaran royalti 
yang diterima pemilik hak cipta tergantung dengan kesepakatan antara 
pemakai hak cipta (user) dan pemilik hak cipta atau pelaku (performer). 
Pengertian royalti menurut Kamus Bahasa Inggris Oxford 
adalah “A sum of money that is paid who has written a book, piece of 
music, etc.”
56
, atau dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, 
yakni Sejumlah uang yang dibayarkan kepada seorang penulis buku, 
pencipta musik, dll. Sedangkan apabila melihat definisi royalti menurut 
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Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut, “Uang jasa yang 
dibayar oleh penerbit kepada pengarang untuk setiap buku yang 
diterbitkan, atau uang jasa yang dibayarkan oleh orang (perusahaan, dsb) 
atas barang yang diproduksinya kepada orang (perusahaan) yang 
mempunyai hak paten atas barang tersebut”
57
. Di dalam Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pada 
Pasal 1 ayat (21) menjelaskan bahwa Royalti merupakan suatu imbalan 
yang diberikan oleh pengguna hak cipta atau hak terkait atas 
pemanfaatan Hak Ekonomi dari suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait 
kepada seorang Pencipta atau Pemilik Hak Terkait. 
Mengacu pada penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf h Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak 
Penghasilan, Royalti dapat diartikan sebagai suatu jumlah uang yang 
dibayarkan atau terutang dengan cara atau perhitungan apa pun, baik 
dilakukan secara berkala maupun tidak, sebagai imbalan atas
58
: 
a. Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusasteraan, 
kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula 
atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan 
intelektual/industrial atau hak serupa lainnya; 
b. Penggunaan atau hak menggunakan peralatan atau perlengkapan 
industrial, komersial atau ilmiah;  
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c. Pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, 
industrial atau komersial;  
d. Pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan 
penggunaan atau hak menggunakan hak-hak tersebut pada angka 1, 
penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan tersebut 
pada angka 2, atau pemberian pengetahuan atai informasi tersebut 
pada angka 3, berupa:  
1) Penggunaan atau hak menggunakan rekaman gambar atau 
rekaman suara atau keduanya, untuk siaran televisi atau radio yang 
disiarkan/dipancarkan melalui satelit, kabel, serat optik, atau 
teknologi yang serupa;  
2) Penggunaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh 
spektrum radio komunikasi;  
e. Penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekaman suara 
atau keduanya, yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit, 
kabel, serta optik, atau teknologi yang serupa;  
f. Penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup (motion 
picture films), film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara 
untuk siaran radio; dan  
g. Pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan 
penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual/industrial atau 





Pembayaran royalti yang dilakukan oleh pengguna hak cipta 
kepada seorang pencipta dapat terjadi karena pengguna hak cipta telah 
mengeksploitasikan wewenang yang merupakan hak monopoli dari 
seorang pencipta. Misalnya dapat dijumpai pada hak atas karya cipta 
seorang pencipta, biasanya royalty akan dihitung berdasarkan prosentasi 




a. Hak atas harta benda tak berwujud, seperti hak pengarang, paten, 
merek dagang, formula, atau rahasia suatu perusahaan. 
b. Hak atas harta benda berwujud, seperti hak atas alat-alat industri, 
komersial, dan ilmu pengetahuan. Kemudian yang dimaksud dengan 
alat-alat industri, komersial dan ilmu pengetahuan adalah segala jenis 
peralatan yang memiliki nilai intelektual, seperti peralatan-peralatan 
yang dapat digunakan pada beberapa industri khusus seperti anjungan 
pengeboran minyak (drilling rig), dan lain sebagainya. 
c. Informasi, yaitu informasi yang belum pernah dipublikasikan secara 
umum, walaupun pada dasarnya informasi tersebut memiliki 
kemungkinan juga belum dipatenkan, misalnya dapat berupa 
pengalaman pada bidang industri atau pada bidang usaha lainnya. Ciri 
dari informasi yang dimaksud tersebut adalah bahwa informasi yang 
telah tersedia sehingga pemiliknya tidak perlu untuk melakukan riset 
untuk menghasilkan informasi tersebut. Adapun yang tidak termasuk 
                                                          
59
 Bambang Kesowo, Hak Cipta, Paten, Merek, Royalti Pengaturan Pemahaman dan 





di dalam pengertian informasi di sini adalah informasi yang diberikan 
oleh seorang akuntan publik, pakar hukum, ataupun pakar teknik yang 
sesuai dengan bidang keahliannya yang dapat diberikan oleh setiap 
orang yang memiliki latar belakang disiplin ilmu yang sejalan dengan 
informasi yang diberikan. 
Definisi dari royalti sebenarnya telah mencangkup hal-hal 
seperti hak cipta, hak paten, merek dagang, desain atau model, rencana, 
rumus rahasia atau cara pengolahan dan informasi mengenai pengalaman 
di bidang industri, perdagangan atau ilmu pengetahuan, hak untuk 
menggunakan alat-alat perlengkapan industri, perdagangan atau ilmu 
pengetahuan. Definisi royalti juga dapat mencangkup pada pemberian 
bantuan yang dapat digunakan sebagai penunjang atas penggunaan hak 
yang digunakan
60
. Selain pada cakupan definisi royalti di atas, royalti 
juga dapat meliputi hak atas penggunaan film bioskop, film-film pita 




Pengertian royalti dapat dilihat di dalam Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, tepatnya 
pada Pasal 1 ayat (21). Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa royalti 
merupakan sebuah bentuk imbalan atas penggunaan hak ekonomi suatu 
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karya cipta atau hasil produk dari hak terkait yang diterima oleh pencipta 
suatu karya cipta atau pemilik hak terkait
62
. 
3. Dasar Hukum Pengaturan Royalti  
Berkaitan dengan pengaturan pada Pasal 4 Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, seorang 
pencipta dari sebuah buku memiliki hak eksklusif yang dapat digunakan 
oleh pencipta tersebut untuk mengumumkan atau menggandakan karya 
ciptanya atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan 
hasil karyanya tersebut. Hal ini menandakan bahwa apabila terdapat 
pihak lain yang berkeinginan untuk menggunakan karya cipta (buku) dari 
pencipta karya tersebut, maka dia diwajibkan terlebih dahulu untuk 




Melihat penjelasan mengenai hak eksklusif yang dimiliki oleh 
pemegang hak cipta atas lagu sebagaimana yang dijelaskan di atas, maka 
dapat disimpulkan bahwa pemegang hak cipta juga dapat memberikan 
izin kepada pihak lain untuk menggunakan karya cipta lagu tersebut. 
Pemberian izin tersebut dapat disebut sebagai pemberian lisensi yang 
ketentuannya diatur di dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
64
. 
 Bersamaan dengan pemberian lisensi tersebut, biasanya 
pengguna hak cipta ataupun hak terkait akan disertakan dengan 
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pembayaran imbalan berupa royalti kepada pemegang dari hak cipta atas 
lagu tersebut. Royalti dapat didefinisikan sebagai kompensasi yang 
diterima oleh pencipta sebuah karya cipta atas penggunaan karya 
ciptanya, termasuk karya cipta lagu
65
. Fungsi dari adanya pembayaran 
royalty bertujuan untuk melindungi pemilik HAKI atau pemegang HAKI 
atas hak cipta, hak merk dagang, hak paten, hak distribusi, atau hak-hak 
lainnya. Namun pada kegiatan impor, pembayaran royalty harus 
ditambahkan dan disesuaikan dengan nilai bea cukai yang berlaku di 
suatu negara yang dalam hal ini merupakan persyaratan penjualan barang 
impor.  
Indonesia merupakan negara yang tergabung di dalam 
organisasi perdagangan dunia yang bernama World Trade Organization 
(WTO). Sehingga sudah menjadi hal yang wajar apabila Negara 
Indonesia juga mengadopsi ketentuan-ketentuan yang telah disepakati di 
dalam organisasi perdagangan dunia tersebut. Salah satu dari ketentuan 
tersebut adalah ketentuan yang mengatur tentang pembayaran royalti 




Pasal 8 ayat 1 (c) WTO Valuation Agreement (1994), 
menyatakan bahwa dalam menetapkan nilai bea cukai yang berdasarkan 
pada ketentuan Pasal 1 (nilai transaksi), perlu ditambahkan kembali nilai-
nilai tertentu pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya 
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dibayarkan, ketentuan tersebut antara lain adalah royalti dan biaya lisensi 
yang berkaitan dengan barang impor yang nilai pabeannya sedang 
ditetapkan dan harus dibayar oleh pembeli secara langsung maupun 
secara tidak langsung. Hal tersebut harus dilakukan sebagai persyaratan 
dalam penjualan barang yang bersangkutan, sepanjang royalti dan biaya 
lisensi tersebut belum dimasukan kedalam harga yang sebenarnya atau 
yang seharusnya dibayar.  
Ketentuan mengenai pembayaran royalti yang berlaku di 
dalam negeri diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 10 Tahun 1995 dan telah diubah dengan dalam Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan, 
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 
160/PMK.04/2010 Tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk 
yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2010 serta Keputusan 
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Republik Indonesia Nomor KEP-
81/BC/1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Nilai Pabean 




Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Kepabeanan menyatakan 
bahwa nilai pabean yang digunakan untuk penghitungan bea masuk 
merupakan nilai transaksi yang diperoleh dari barang yang bersangkutan. 
Kemudian pengaturang tersebut dijelaskan secara lebih mendalam pada 







Penjelasan Pasal 15 ayat (1) yang menjelaskan bahwa yang dimaksud 
dengan nilai transaksi yaitu harga yang sebenarnya dibayarkan atau yang 
seharusnya dibayarkan oleh pembeli kepada penjual terhadap barang 








A. Pengaturan Pemberian Royalti Atas Hak Cipta Lagu antara Indonesia 
dengan Amerika Serikat 
1. Pengaturan Pemberian Royalti Atas Hak Cipta Lagu di Indonesia 
Setiap negara pasti akan mengatur tentang perlindungan hak cipta 
bagi masyarakatnya yang telah berkontribusi dalam menciptakan suatu karya 
cipta. Hal ini dikarenakan suatu karya cipta yang telah tercipta dari hasil olah 
pikir dan kreatifitas masyarakat di suatu negara akan sangat membawa 
keuntungan, baik keuntungan bagi devisa negara maupun keuntungan bagi 
penciptanya sendiri. Sehingga adanya perlindungan hukum yang ditegakan 
secara pasti dan efektif, maka hal tersebut akan menjadi sebuah stimulus bagi 
para pencipta lagu maupun karya seni dalam bentuk yang lainnya untuk tetap 




Perlindungan hak cipta pada dasarnya mengatur tentang hak 
ekonomi (economic right) dan hak moral (moral right) milik seseorang yang 
telah menciptakan suatu karya cipta. Hak ekonomi dapat didefinisikan 
sebagai hak yang diperoleh sorang pencipta untuk mendapatkan manfaat 
ekonomi atas Ciptaan serta produk Hak terkait yang telah diciptakan. 
Sedangkan hak moral merupakan hak yang telah melekat pada diri seorang 
pencipta yang tidak dapat dihilangkan ataupun dihapus dengan alasan apa 
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pun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan kepada seseorang. 
Atas dasar penjelasan tersebut, maka dapat terlihat bahwa hak ekonomi 
seseorang dapat beralih atau dialihkan kepada seseorang yang akan 
menggunakan hak cipta tersebut, sementara hak moral tidak dapat dipisahkan 
dari diri seorang pencipta
69
. 
Hak cipta atas musik dan/atau lagu merupakan salah satu bentuk 
sarana yang wajib diberlakukan sebagai bentuk dukungan bagi 
berlangsungnya kegiatan-kegiatan usaha dalam bidang musik seperti usaha 
hiburan diskotik, karaoke, siaran televisi, radio, dan lain sebagainya. 
Penyebab diberlakukannya hak cipta atas musik dan/atau lagu adalah karena 
hak cipta tersebut dapat dipergunakan untuk membedakan besarnya tarif 
royalti yang harus dibayarkan oleh para pengguna hak cipta atas musik. 
Sehingga dalam melakukan pembayaran royalti, tergantung dari intensitas 
dan ekstensitas (lamanya) musik yang dipergunakan
70
. Oleh karena itu, 
apabila terdapat pihak lain yang menggunakan sebuah karya cipta musik 
sekalipun hanya menggunakan sebagian atau sepenuhnya dari karya cipta 
musik tersebut dan pihak yang menggunakan karya cipta musik tersebut 
mendapatkan manfaat komersial dari karya cipta tersebut, maka sudah 
sepantasnya pihak pengguna tersebut harus meminta izin kepada pencipta 
lagu dan menghargai peran dari pencipta lagu tersebut
71
. 
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Ketentuan tersebut akan berbeda apabila seseorang tersebut 
membeli kaset hanya untuk diperdengarkan untuk kepentingan pribadi, 
seperti di mobil pribadi ataupun di rumah, maka seseorang tersebut tidak 
perlu untuk membayar royalty kepada pencipta ataupun pemilik hak terkait. 
Namun apabila seseorang tersebut merupakan seorang pengusaha yang 
bergerak pada bisnis stasiun televisi dan stasiun tersebut memutarkan sebuah 
lagu atau terdapat seorang pengusaha pada bidang lainnya yang membeli 
kaset dengan maksud untuk diputar di tempat usahanya, maka pengusaha 
tersebut wajib untuk meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta yang 
disertakan dengan pembayaran royalti. Sebagai contoh lain, apabila terdapat 
seseorang yang sedang bersepeda sembari menyanyikan sebuah lagu milik 
seorang pencipta lagu, maka kegiatan tersebut tidak dianggap sebagai 
pelanggaran hak cipta sehingga tidak perlu untuk meminta izin. Namun 
apabila seseorang tersebut diminta oleh promotor untuk berpentas dan 
promotor tersebut menjual karcis maka kembali kepada prinsip yang dianut di 
dalam penggunaan karya cipta secara komersial
72
. 
Hak-hak yang didapatkan bagi pencipta dan pemegang hak cipta 
lagu dan Musik diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Di dalam Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pada Pasal 1 ayat (1) di 
jelaskan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang di dapatkan oleh 
pencipta dan hak tersebut akan timbul secara otomatis berdasarkan prinsip 
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deklaratif atau setelah sebuah karya cipta telah diwujudkan dalam bentuk 
yang nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan di dalam 
peraturan perundang-undangan. Perlindungan hak cipta memiliki peran yang 
sangat penting bagi perkembangan kreativitas manusia. Hal ini dikarenakan 
apabila seorang pencipta diberikan perlindungan hak cipta, maka karya cipta 
tersebut mendapatkan pengakuan dari negara atau hak moral dan 




Aransemen sebuah lagu merupakan salah satu bentuk hak ekonomi 
milik pencipta atau pemegang hak cipta atas sebuah lagu. Aransemen lagu 
dapat diartikan sebagai penulisan kembali sebuah komposisi musik yang 
berbeda dengan karya cipta yang aslinya atau dapat dikatakan bahwa kegiatan 
aransemen sebuah lagu merupakan sebuah transkripsi (perpindahan/salinan). 
Malcolm Boyd dalam The New Grove Dictionary of Music and Musicians, 
mejelaskan bahwa kegiatan aransemen lagu merupakan sebuah proses kreatif 
yang menggabungkan musik yang sudah ada sebelumnya, dengan makna 




Berdasarkan definisi mengenai aransemen lagu di atas, maka dapat 
diketahui bahwa kegiatan aransemen merupakan sebuah kegiatan yang dapat 
dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta terkhususnya pada hak moral 
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yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Hal tersebut 
dikarenakan kegiatan untuk mengaransemen sebuah lagu milik orang lain 
sama saja dengan mengubah sebagian ataupun seluruh komposisi lagu yang 
telah diciptakan oleh pencipta dari lagu tersebut. Terdapat alasan tertentu 
mengapa seorang pencipta menciptakan lagu tersebut dengan komposisi 
seperti lirik, musik, melodi, dan pendukung lainnya dengan sedemikian rupa. 
Sehingga apabila terdapat seseorang yang mengaransemen suatu ciptaan lagu, 
maka seseorang tesebut dapat dikatakan telah melanggar hak moral dan juga 
secara tidak langsung melanggar hak ekonomi pencipta atau pemegang hak 
cipta. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 9 ayat (1) huruf d Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang 
menyatakan bahwa kegiatan pengaransemenan sebuah karya cipta lagu 




Kegiatan mengaransemen sebuah karya cipta lagu dapat dimaknai 
sebagai bentuk kegiatan yang melanggar hak cipta seorang pencipta atau 
pemegang hak cipta dan juga dapat dikatakan bukan sebuah bentuk 
pelanggaran hak cipta seorang pencipta dan pemegang hak cipta. Hal ini 
berkaitan dengan tujuan dari adanya kegiatan aransemen tersebut apakah 
dilakukan dengan maksud untuk kepentingan komersial atau untuk 
kepentingan pribadi dan juga dapat dikaitkan dengan status perizinan dari 
adanya kegiatan aransemen tersebut apakah pihak yang mengaransemen 
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sebuah karya cipta lagu telah mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang 
hak cipta atau tidak sama sekali dizinkan.  
Kegiatan pengaransemenan lagu yang dapat dikategorikan sebagai 
bentuk pelanggaran hak cipta apabila kegiatan aransemen tersebut dilakukan 
dengan tujuan komersial dan tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak 
cipta. Hal ini disebabkan karena tidak diperbolehkannya seseorang 
mengaransemen lagu ciptaan orang lain tanpa meminta izin kepada pencipta 
atau pemegang hak cipta yang bersangkutan, terlebih kegiatan aransemen 
tersebut digunakan untuk kepentingan komersial, maka kegiatan 
pengaransemenan sebuah lagu tersebut harus di dahului dengan meminta 
izin kepada yang bersangkutan
76
.  
Berbeda dengan pengaransemenan suatu karya cipta lagu dimana 
pengguna hak cipta telah mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak 
cipta, maka kegiatan pengaransemenan tersebut tidak dapat dikatakan 
sebagai kegiatan yang melanggar Hak Cipta. Hal ini dikarenakan ketika 
seseorang telah mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang ha cipta, 
maka dapat diartikan bahwa seseorang tersebut telah mendapatkan 
kepercayaan (secara moral) dari pencipta atau pemegang hak cipta untuk 
dapat menggunakan karya cipta musik miliknya, baik digunakan untuk 
kepentingan komersial maupun hanya untuk kepentingan pribadi. Kemudian 
dalam memberikan izin atau lisensi, seorang pencipta atau pemegang hak 
cipta berhak untuk memberikan atau tidak memberikan lisensi kepada pihak 







lain yang ingin menggunakan hak ekonomi atas ciptaannya tersebut. 
Dampak yang terjadi jika pencipta atau pemegang hak cipta dari sebuah 
karya cipta memberikan izin kepada pengguna hak cipta atas karyanya, 
maka pengguna/penerima izin tersebut dapat menggunakan hak cipta 
tersebut untuk kepentingan komersial dengan disertai kewajiban (kontra 
prestasi) untuk membayar royalti atau dikenal dengan istilah license fee 
kepada pencipta atau pemegang hak cipta
77
.  
Terdapat syarat dan tata cara terkait bagaimana cara dalam 
mengajukan permohonan pendaftaran ciptaan. telah diatur dalam Peraturan 
Menteri Kehakiman Nomor M.01-HC.03.01 Tahun 1987 tentang Pendaftaran 
Ciptaan. Berdasarkan ketentuan ini, permohonan pendaftaran ciptaan 
diajukan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia melalui 
Direktorat Jenderal HaKI, dengan persyaratan sebagai berikut:
78
  
1. Dengan surat rangkap dua; 
2. Ditulis dalam bahasa Indonesia; 
3. Di atas kertas folio ganda; 
4. Lembar pertama dibubuhi materai tempel; 
5. Ditandatangani oleh pemohon atau pemohon-pemohon atau oleh 
kuasanya yang khusus dikuasakan untuk mengajukan permohonan 
tersebut; dan  
6. Disertai contoh ciptaan atau penggantinya. 
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Terminologi royalti pada bidang musik atau lagu dapat diartikan 
sebagai suatu bentuk pembayaran yang dilakukan oleh pengelola hak cipta 
dan pembayaran tersebut berupa uang yang dibayarkan kepada pemilik hak 
cipta atau pemegang hak cipta atas izin lisensi yang telah diberikan kepada 
pengelola hak cipta oleh pemilik hak cipta maupun pemegang hak cipta untuk 
mengeksploitasi suatu karya cipta. Menurut Asosiasi Industri Rekaman 
Indonesia (ASIRI), royalti adalah honorarium (upah yang diberikan sebagai 
imbalan jasa) yang dibayarkan produser kepada artis. Para pemilik hak 
perbanyakan (mechanical rights) dapat disebut sebagai Pencipta, berikut ini 
merupakan jenis-jenis seseorang yang dapat disebut sebagai Pencipta
79
: 
1. Penulis sebuah lagu;  
2. Penulis komposisi musik instrumental maupun vokal (Komponis); 
3. Penerbit musik (publisher). 
Berbicara mengenai pengaturan pemberian royalti di Indonesia, 
terdapat beberapa peraturan perundang-undangan turunan dari Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang 
mengatur mengenai pemberian royalti yang secara khusus membahas 
mengenai besaran tarif royalti yang harus dikeluarkan oleh seseorang ataupun 
suatu lembaga dalam menggunakan suatu hak cipta atas karya lagu kepada 
Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) untuk nantinya 
didistribusikan kembali kepada para Pencipta dan Pemilik Hak Cipta Terkait.  
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LMKN merupakan lembaga yang membantu para Pencipta, 
Pemegang Hak Cipta, dan Pemilik Hak Terkait dalam menarik imbalan yang 
wajar dari pengguna yang ingin memanfatkan hak cipta dan hak terkait. Hal 
ini tentu saja dilakukan agar para Pencipta, Pemegang Hak Cipta, Pemilik 
Hak Terkait dapat menikmati manfaat ekonomi dari hasil karya cipta mereka 




Saat ini, izin oprasional dari LMK telah diatur di dalam Pasal 87 
hingga Pasal 93 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 
Tentang Hak Cipta. Kemudian tugas LMKN juga diatur di dalam Peraturan 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 36 
Tahun 2018 Tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional 
Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif pada Pasal 10 ayat (2) yang 
menyatakan bahwa: 
a. Menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti pada bidang musik 
dan/atau lagu; 
b. Menyusun kode etik LMK  pada bidang musik dan/atau lagu; 
c. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan dan 
pendistibusian royalti yang dilakukan oleh LMK pada bidang musik 
dan/atau lagu; 
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d. Memberikan rekomendasi kepada Menteri terkait penjatuhan sanksi atas 
pelanggaran kode etik dan/atau pelanggaran ketetapan peraturan yang 
dilakukan oleh pengurus LMK. 
e. Memberikan rekomendasi kepada Menteri terkait dengan perizinan LMK 
pada bidang musik dan/atau lagu yang berada dibawah naungan 
koordinasinya. 
f. Menetapkan sistem dan tata cara penghitungan terkait pembayaran 
royalti oleh pengguna hak cipta kepada LMK; 
g. Menetapkan tata cara pendistribusian royalti dan besaran tarif royalti 
untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait; 
h. Melakukan langkah mediasi terhadap sengketa pendistribusian royalti 
oleh LMK apabila terdapat keberatan dari anggota LMK; dan  
i. Memberikan laporan kinerja dan laporan keuangan kepada Menteri. 
LMKN dianggap cukup berperan aktif di dalam menetapkan tarif 
yang dikenakan kepada Pengguna hak cipta maupun hak terkait dan metode 
dalam mendistribusikan royalti kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. 
Hal ini mengingat pada peraturan perundang-undangan sebelumnya, yakni 
pada pengaturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 
Tentang Hak Cipta tidak menyebutkan lembaga manajemen yang berasal dari 
pemerintah. Sehingga pada akhirnya tidak ada ketentuan yang pasti dalam 
melakukan penarikan atas tarif royalti
81
. Dari hal tersebut maka untuk 
menjamin perlindungan hak cipta dalam bidang pemberian royalti, LMKN 
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membuat peraturan perundang-undangan dalam bentuk Surat Keputusan dan 
telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui 
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 
Nomor HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Tarif Royalti 
untuk Pengguna yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan dan/atau 
Produk Hak Terkait Musik dan Lagu. Adapun Surat Keputusan LMKN dapat 
diuraikan sebagai berikut: 



















Tarif Royalti untuk 
Restoran, Cafe, 
Pub, Bar, Bistro, 
Klab Malam dan 
Diskotek. 
a. Restoran dan Kafe 
kepada Pencipta dan 
Pemilik Hak Terkait 
sebesar Rp. 60.000,-
/kursi per tahun. 
(Pasal 1 ayat (4)) 
b. Pub, Bar, Bistro 
kepada Pencipta dan 








 per tahun. (Pasal 
1 ayat (5)) 
c. Klab Malam dan 
Diskotek kepada 




tahun dan bagi 




 per tahun. (Pasal 





Tarif Royalti untuk 
Konser Musik. 
a. Konser musik 
komersial dihitung 
berdasarkan hasil 
kotor penjualan tiket 
x 2% + tiket yang 
digratiskan x 1%. 
(Pasal 1 ayat (4)) 
b. Konser musik gratis 
dihitung berdasarkan 
biaya produksi musik 










Tarif Royalti untuk 
Pesawat Udara, 
Bus, Kereta Api, 
dan Kapal Laut. 
a. Pesawat Udara (On 
ground) dihitung 
berdasarkan jumlah 
penumpang x tarif 
indeks (0,25% x harga 
tiket terendah) x 
durasi musik. (Pasal 1 
ayat (5) sampai (6)) 
b. Pesawat Udara (On 
flight), Bus, Kereta 
Api, dan Kapal Laut 
dihitung berdasarkan 
jumlah penumpang x 
tarif Indeks (0,25% x 
harga tiket terendah) 




(10%). (Pasal 1 ayat 



















Tarif Royalti untuk 
Bioskop. 
Rp. 3.600.000,-/layar per 





Tarif Royalti untuk 
Nada Tunggu 
Telepon, Bank, dan 
Kantor. 
a. Nada Tunggu Telepon 
dikenai pembiayaan 
royalti sebesar Rp. 
100.000,-/ sambungan 
telepon per tahun. 
(Pasal 1 ayat (4)) 
b. Bank dan Kantor 
dikenai pembiayaan 
royalti sebesar Rp. 
6.000,-/m
2
 per tahun. 





Tarif Royalti untuk 
Pertokoan. 





 per tahun. 









 per tahun. 





 per tahun. 





 per tahun. 





 per tahun. 





 per tahun. 
g. Penambahan luas 
selanjutnya dikenakan 
tarif sebesar Rp. 
1.000,-/m
2
 per tahun. 









Tarif Royalti untuk 
Pusat Rekreasi. 
a. Taman Rekreasi di 
alam terbuka maupun 
di dalam ruangan 
yang menggunakan 
tiket dihitung 
berdasarkan 1,3% x 
harga tiket x jumlah 
pengunjung/hari x 
300 hari x prosentase 
penggunaan musik. 
(Pasal 1 ayat (4)) 
b. Taman Rekreasi di 
dalam ruangan yang 
tidak menggunakan 
tiket dikenakan tarif 
sebesar Rp. 
6.000.000,-/pusat 
rekreasi per tahun. 




















Tarif Royalti untuk 
Lembaga 
Penyiaran Radio. 







Tarif Royalti Untuk 
Rumah Bernyanyi 
(Karaoke) 






Tarif Royalti untuk 
Hotel dan Fasilitas 
Hotel. 
a. Hotel dengan jumlah 
kamar 1-50 dikenakan 
tarif sebesar Rp. 
2.000.000,-/tahun. 



















e. Hotel dengan jumlah 




(Pasal 1 ayat (4)) 
Resor, Hotel Eksklusif, 
dan Hotel Butik 
dikenakan tarif sebesar 
Rp. 16.000.000,-/tahun. 












a. Penjelasan Mengenai Pembayaran Royalti Oleh Pengguna Hak 
Cipta Atas Lagu dan/atau Musik Kepada LMKN 
Para pengguna hak cipta atas lagu dan/atau musik yang 
menggunakan karya cipta seorang pencipta secara komersial dapat 
membayarkan royalti dari hak cipta atas lagu dan/atau musik yang 
digunakan olehnya kepada LMKN minimal satu tahun sekali. Hal ini 
juga berlaku bagi penggunaan hak cipta atas lagu dan/atau musik yang 
digunakan untuk pengadaan kegiatan seminar dan konferensi secara 
komersial. Sehingga dapat terlihat bahwa pembayaran yang dilakukan 
oleh para pengguna hak cipta maupun hak terkait harus dibayarkan 
minimal satu tahun sekali kepada LMKN walaupun pada penggunaan 
hak cipta atau hak terkait atas musik dan/atau lagu untuk pengadaan 
kegiatan seminar dan konferensi komersial dibayarkan perhari. 
Berkaitan dengan pembayaran royalti hak cipta/hak terkait atas 
lagu dan/atau musik yang digunakan untuk kepentingan seminar dan 
konferensi komersial, terdapat pengaturan yang penulis anggap perlu 
untuk di berikan pasal penjelas. Pasal tersebut adalah Pasal 1 ayat (3) SK 
LMKN No. 20160512SKK/LMKN-Pleno/Tarif Royalti/2016 Tentang 
Tarif Royalti Seminar dan Konferensi Komersial. Alasan penulis 
mengapa menganggap pengaturan tersebut diperlukan pasal penjelas 
dikarenakan adanya istilah asing yang tidak pernah terdengar oleh 
khalayak umum. Sehingga apabila pengaturan tersebut tidak diberikan 





royalti atas musik dan/atau lagu yang digunakan untuk seminar dan 
konferensi komersial karena ayat tersebut berkontradiksi dengan Pasal 1 
ayat (5) Surat Keputusan tersebut. 
Pasal 1 ayat (3) dari Surat Keputusan tersebut membahas 
mengenai pembayaran royalti yang dapat dibayarkan per hari secara lump 
sum oleh para pengguna hak cipta atas musik dan/atau lagu. Maksud dari 
pembayaran secara lump sum di dalam pasal tersebut adalah pembayaran 
yang dapat dilakukan dalam satu kali pembayaran
82
. Sehingga hal ini 
dapat disimpulkan bahwa apabila terdapat seseorang yang ingin 
mengadakan suatu acara seminar/konferensi yang bersifat komersial dan 
di dalamnya juga menggunakan sebuah hak cipta atas musik dan/atau 
lagu milik seorang pencipta, maka pihak penyelenggara dapat membuat 
sebuah daftar acara seminar/konferensi yang akan diadakan selama satu 
tahun dan kemudian mengakumulasi seluruh acara tersebut dengan tarif 
yang telah ditentukan di dalam Surat Keputusan tersebut. Adapun contoh 
yang dapat penulis uraikan adalah sebagai berikut: 
Seminar A akan diadakan oleh pihak penyelenggara selama 6 kali 
pertemuan dalam satu tahun dengan membawakan lagu dari sebuah 
band terkenal, maka pihak penyelenggara harus membayar royalti 
kepada LMKN sebagai penyalur dana sebesar: 
6 kali pertemuan x Rp. 500.000,- = Rp. 3.000.000,- 
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b. Penjelasan Mengenai Penetapan Tarif Royalti Untuk Lembaga 
Penyiaran Televisi dan Radio 
Surat Keputusan LMKN No. 20160504TV/LMKN-Pleno/Tarif 
Royalti/2016 Tentang Tarif Royalti Untuk Lembaga Penyiaran Televisi 
pada Pasal 1 ayat (3) membahas mengenai penetapan tarif royalti yang 
harus dibayarkan oleh pengguna hak cipta/hak terkait atas musik dan/atau 
lagu kepada LMKN dalam hal penggunaan pada Penyiaran Televisi 
selama satu tahun sekali didasarkan pada jenis-jenis dari Lembaga 
Penyiaran Televisi tersebut, yakni sebagai berikut: 
a. Televisi Bebas Mengudara/Terestrial (Free to Air Televisions) 
b. Televisi Berbayar (Pay Televisions) 
c. Televisi Berbasis Jaringan Internet (Simulcasting & 
Webcasting/Streaming Televisions) 
d. Televisi Berbasis Pesanan (On-Demand Televisions). 
Kemudian prosentase tarif royalti yang harus dikeluarkan oleh 
Lembaga Penyiaran Televisi untuk Hak Pencipta dan Hak Terkait dapat 
diuraikan di dalam tabel sebagai berikut: 
Tabel A 2 Prosentase Tarif Royalti Untuk Hak Pencipta dan Hak 
Terkait (Lembaga Penyiaran Televisi) 
Tahun Hak Pencipta Hak Terkait Total 
2015 0,20% 0,15% 0,35% 
2016 0,30% 0,25% 0,55% 
2017 0,40% 0,35% 0,75% 





2019 0,60% 0,55% 1,15% 
Pengaturan tarif royalti diatas digunakan oleh pihak Lembaga 
Penyiaran Televisi untuk menghitung jumlah biaya dalam penggunaan 
hak cipta atau hak terkait atas musik dan/atau lagu di dalam siaran 
televisi yang disiarkan selama satu tahun. Namun pada ketentuan Pasal 1 
ayat (10) Surat Keputusan tersebut, tarif yang berlaku bagi televisi Lokal 
Non Komersial berdasarkan lump sum untuk Hak Pencipta sebesar Rp. 
6.000.000,-/tahun dan Hak Terkait sebesar Rp. 4.000.000,-/tahun. 
Kemudian terkait kepentingan pembayaran, pihak Lembaga Penyiaran 
Televisi dibagi menjadi tiga kategori yang berbeda, yakni: 
a. Televisi Musik (Music Televisions) dikenakan tarif royalti sebesar 
100% 
b. Televisi Informasi & Hiburan (Information dan Entertainment 
Televisions) dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) dikenakan tarif 
royalti sebesar 50% 
c. Televisi Berita dan/atau Olahraga (News and/or Sport Televisions) 
dikenakan tarif royalti sebesar 20%. 
Penetapan jumlah royalti pada penggunaan hak cipta atau hak 
terkait atas musik dan/atau lagu yang digunakan oleh Lembaga Penyiaran 
Radio diatur di dalam Surat Keputusan LMKN No. 20160504R/LMKN-
Pleno/Tarif Royalti/2016 Tentang Tarif Royalti Untuk Lembaga 
Penyiaran Radio. Penetapan jumlah royalti tersebut didasarkan pada 





Surat Keputusan tersebut. Adapun pengaturan dari pasal tersebut adalah 
sebagai berikut: 
a. Radio Komersial 
b. Radio Non Komersial 
Pembagian prosentase tarif royalti untuk Hak Pencipta dan 
Hak Terkait yang harus dibayarkan oleh pihak Lembaga Penyiaran Radio 
selama satu tahun sekali memiliki pengaturan yang sama dengan 
pembagian prosentase tarif royalti milik Lembaga Penyiaran Televisi. 
Adapun pembagian tersebut dapat diuraikan di dalam tabel sebagai 
berikut: 
Tabel A 3 Prosentase Tarif Royalti Untuk Hak Pencipta dan Hak 
Terkait (Lembaga Penyiaran Radio) 
Tahun Hak Pencipta Hak Terkait Total 
2015 0,20% 0,15% 0,35% 
2016 0,30% 0,25% 0,55% 
2017 0,40% 0,35% 0,75% 
2018 0,50% 0,45% 0,95% 
2019 0,60% 0,55% 1,15% 
Pengaturan tarif royalti diatas juga digunakan oleh pihak 
Lembaga Penyiaran Radio untuk menghitung jumlah biaya dalam 
penggunaan hak cipta atau hak terkait atas musik dan/atau lagu di dalam 
siaran radio yang disiarkan selama satu tahun. Namun pada ketentuan 
Pasal 1 ayat (6) Surat Keputusan tersebut, tarif yang berlaku bagi Radio 





berdasarkan lump sum untuk Hak Pencipta dan Hak Terkait sebesar Rp. 
1.000.000,-/tahun. 
c. Penjelasan Mengenai Penetapan Tarif Royalti Untuk Rumah 
Bernyanyi (Karaoke) 
Rumah bernyanyi atau biasa disebut dengan tempat karaoke di 
dalam Surat Keputusan LMKN Republik Indonesia Nomor 
20160504K/LMKN-Pleno/Tarif Royalti/2016 terbagi menjadi empat 
kategori, yakni: 
a. Karaoke Tanpa Kamar/Aula 
b. Karaoke Keluarga 
c. Karaoke Eksekutif 
d. Karaoke Kubus (Booth Karaoke/Box Karaoke). 
Penetapan tarif royalti yang ditetapkan bagi sebuah Rumah 
Bernyanyi (Karaoke) dapat ditentukan berdasarkan perhitungan per ruang 
per hari dengan ketentuan pembayaran royalti dilakukan minimal satu 
tahun sekali dan dalam satu tahun tersebut dihitung tiga ratus hari. 
Sehingga apabila terdapat seseorang yang akan mendirikan sebuah 
Rumah Bernyanyi (yang ditujukan untuk kepentingan komersial) sesuai 
dengan jenis ketentuan pada Pasal 1 ayat (3), maka orang tersebut perlu 
untuk membayarkan royalti kepada Lembaga Manajemen Kolektif agar 





Melihat pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) Surat Keputusan LMKN 
tersebut, besaran tarif royalti yang ditetapkan untuk Rumah Bernyanyi 
(Karaoke)/ruang per hari dapat jelaskan sebagai berikut: 
a. Kategori untuk Karaoke Tanpa Kamar/Aula (Hall) sebesar Rp. 
20.000,- nett 
b. Kategori untuk Karaoke Keluarga per kamar sebesar Rp. 12.000,- nett 
c. Kategori Karaoke Eksekutif per kamar sebesar Rp. 50.000,- nett. 
Ketentuan dari Pasal 2 ayat (1) diatas akan dibagi secara 
merata oleh LMKN dari Pengguna Hak kepada pihak Pencipta dengan 
Pemilik Hak Terkait. Besaran tarif royalti yang harus dibayarkan oleh 
Pengguna Hak yang ditentukan di dalam Surat Keputusan LMKN 
tersebut sebesar 50% untuk Pencipta dan 50% untuk Pemilik Hak 
Terkait. Sedangkan untuk penetapan besaran tarif yang diberlakukan 
untuk kategori Karaoke Kubus dengan luas maksimal 2x2 meter
2
 (dua 
kali dua meter persegi) sebesar Rp. 300.000,- nett untuk Hak Pencipta 
dan sebesar Rp. 300.000,- nett untuk Hak Terkait.  
d. Penjelasan Mengenai Jangka Waktu Pemberlakuan Besaran Harga 
Resmi Tarif Royalti 
Jangka waktu yang ditetapkan untuk pemberlakuan besaran 
harga resmi tarif royalti pada Tabel A.1 nomor 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 
12 adalah sejak tanggal 1 Januari 2015 hingga 31 Desember 2017. 
Sedangkan pada nomor 3, besaran harga resmi tarif royalti diberlakukan 





dan 11 diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 2015 hingga 31 Desember 
2019, dan untuk nomor 13 diberlakukan sejak tanggal 16 Oktober 2014 
hingga 31 Desember 2017. 
Keseluruhan dari jangka waktu yang telah diatur di atas pada 
Pasal 3 dari setiap Surat Keputusan dan Pasal 4 Surat Keputusan Nomor 
20160504K/LMKN-Pleno/Tarif Royalti/2016 yang dikeluarkan oleh 
LMKN masih akan tetap berlaku apabila jangka waktu dari Surat 
Keputusan tersebut berakhir. Hal ini menandakan bahwa pengaturan dari 
setiap Surat Keputusan tersebut tetap digunakan sampai adanya Surat 
Keputusan terbaru dan apabila pada saat sebelum keputusan terbaru 
disahkan para pengguna hak cipta ataupun hak terkait atas musik 
dan/atau lagu telah membayarkan royalti, maka tarif royalti yang 
digunakan adalah tarif yang telah ditentukan oleh Surat Keputusan pada 
saat pembayaran tersebut terjadi. Kemudian untuk pembayaran royalti 
sebagian berikutnya dapat dilakukan berdasarkan tarif royalti yang telah 
ditetapkan oleh Surat Keputusan LMKN terbaru. 
Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan 
dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen 
Kolektif, menyatakan bahwa Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) 
merupakan sebuah lembaga yang memiliki bentuk badan hukum nirlaba yang 
diberikan kuasa oleh seorang Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau 





menghimpun dan mendistribusikan royalti. Berdasarkan penjelasan pada 
Pasal 1 Permenkumham tersebut maka LMK diberikan sebuah kewenangan 




Terkait jenis-jenis LMK di Indonesia dapat di bagi dua golongan 
sesuai dengan kewenangannya dalam mendistribusikan royalti kepada 
Pencipta dan Pemilik Hak Terkait. LMK yang berwenang dalam 
mendistribusikan royalti hak cipta atas musik kepada Pencipta diantaranya 
terdapat Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI), Wahana Musik Indonesia 
(WAMI), Royalti Anugrah Indonesia (RAI). Sedangkan LMK yang 
berwenang dalam mendistribusikan royalti hak terkait atas musik kepada 
Pemilik Hak Terkait diantaranya adalah Persatuan Artis Penyanyi Pencipta 
Lagu dan Pemusik Republik Indonesia (PAPPRI), Anugrah Royalti Dangdut 
Indonesia (ARDI), Sentra Lisensi Musik Indonesia (SELMI), Anugrah 
Royalti Musik Indonesia (ARMINDO).  
Seluruh LMK yang telah disebutkan di atas telah berstatus legal. 
Hal ini dikarenakan LMK tersebut telah mendapatkan izin oprasional dari 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Peraturan Menteri Hukum 
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 Tentang 
Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi 
Lembaga Manajemen Kolektif sesuai dengan Pasal 88 ayat (1) Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang 
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menyatakan bahwa Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 87 ayat (1) (Undang-Undang Hak Cipta) wajib mengajukan 
Permohonan Izin oprasional kepada Menteri. Sehingga di dalam pelaksanaan 
kewajibannya telah dilindungi oleh Undang-Undang. 
Sebuah LMK perlu untuk mendapatkan izin oprasional dari 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia agar dalam melaksanakan 
wewenangnya di Indonesia. Untuk itu, terkait syarat-syarat yang harus 
dipenuhi oleh LMK agar mendapatkan izin oprasional dari Menkumham 
dapat dijelaskan melalui Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara 
Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga 
Manajemen Kolektif, sebagai berikut
84
: 
a. Berbentuk badan hukum Indonesia yang memiliki sifat nirlaba; 
b. Mendapatkan kuasa dari seorang Pencipta, Pemegang Hak Cipta, ataupun 
Pemilik Hak Terkait dalam menjalankan tugasnya untuk menarik, 
menghimpun, dan mendistribusikan royalti; 
c. Memiliki pemberi kuasa yang berjumlahkan paling sedikit 200 (dua 
ratus) anggota untuk LMK pada bidang musik dan/atau lagu yang 
mewakili kepentingan seorang Pencipta dan berjumlahkan paling sedikit 
50 (lima puluh) anggota untuk LMK yang mewakili Hak Terkait dan/atau 
objek hak asasi lainnya; 
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d. Memiliki tujuan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan 
royalti kepada pemberi kuasa, dan 
e. Mampu untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti 
kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau Pemilik Hak Terkait. 
2. Pengaturan Pemberian Royalti Atas Hak Cipta Lagu di Amerika Serikat 
Kebijakan mengenai perlindungan hak cipta bagi para pencipta 
suatu karya cipta di negara Amerika Serikat tertuang di dalam peraturan 
perundang-undangan The Copyright Act of 1976. Kemudian pembahasan 
mengenai hak eksklusif pencipta di dalam Undang-Undang Hak Cipta milik 
Amerika Serikat dibahas di dalam §106, The Copyright Act of 1976 yang 
menyatakan bahwa, pemilik hak cipta memiliki hak eksklusif untuk 
melakukan dan memberikan izin kepada orang lain yang menggunakan 
karyanya, seperti: 
a.  Untuk mereproduksi suatu hasil karya cipta yang berbentuk salinan atau 
rekaman suara (phonerecords). 
b. Untuk membuat turunan dari suatu hasil karya cipta. 
c. Untuk mendistribusikan salinan atau rekaman suara (phonorecords) yang 
telah dihasilkan oleh pencipta kepada masyarakat melalui penjualan 
ataupun dengan cara menyewakan karya cipta tersebut. 
d. Untuk menampilkan sebuah hasil karya cipta yang telah dihasilkan dalam 
bentuk karya sastra, musik, drama, koreografi, pantomim, karya 





(karakter) dari suatu film atau pekerjaan audio visual lainnya di hadapan 
publik. 
e. Untuk menampilkan suatu hasil karya cipta yang berbentuk karya 
pantomim, gambar gerak (film) dan karya audio visual yang lainnya. 
f. Untuk menampilkan suatu hasil karya cipta yang telah dihasilkan oleh 
pencipta dalam bentuk rekaman suara yang menggunakan transmisi audio 
digital di hadapan publik. Namun, apabila terjadi sebuah pelanggaran 
terhadap hak eksklusif ini, maka hal tersebut dianggap sebagai 
pelanggaran terhadap hak cipta seseorang. 
Pengaturan royalti di negara Amerika Serikat  juga memiliki 
kesamaan dengan pengaturan royalti di negara Indonesia. Di dalam The 
Copyright Act of 1976 juga tidak pernah menyebutkan secara spesifik 
mengenai definisi royalti maupun besaran tarif royalti yang harus dibayarkan 
oleh pengguna kepada pemilik hak cipta. The Copyright Act of 1976 milik 
Amerika Serikat mengatur pembayaran royalti, pembagian royalti, royalti 
yang harus dibayar berdasarkan Compulsory Licences (Lisensi Wajib) dan 
Copyright Tribunal (Pengadilan khusus Hak Cipta). Amerika Serikat juga 
membuat pengaturan turunan dari kebijakan The Copyright Act of 1976.  
Perjanjian pembayaran Royalti di Amerika Serikat dapat dibagi 
menjadi dua, yakni Lisensi Pertunjukan Publik yang dapat diartikan sebagai 
hak yang dimiliki oleh penulis lagu dan penerbit untuk menyiarkan kepada 
publik atas lagu/musik yang telah diciptakan untuk diputar di depan umum, 





Pertunjukan Publik. Hal ini dikarenakan jumlahnya bervariasi setiap kuartal 
tergantung pada faktor variabel, seperti jumlah total biaya lisensi yang 
dikumpulkan oleh Performing Rights Organization
85
. Kemudian yang kedua 
adalah Royalti Lisensi Mekanis (Mechanical License Royalty) yang dapat 
diartikan sebagai sebuah hak yang diberikan oleh pencipta kepada pengguna 
hak cipta untuk memproduksi dan mendistribusikan komposisi musik 
kedalam bentuk Compact Disk (CD), rekaman, kaset, nada dering, unduhan 
digital permanen, Streaming interaktif
86
. Mengenai pengaturan tarif yang 
harus dibayarkan oleh pengguna hak cipta kepada pemilik hak cipta atau hak 
terkait diatur di dalam kebijakan Tarif Royalti Lisensi Mekanis atau 
Mechanical License Royalty Rate. 
Tarif Royalti Lisensi Mekanis atau Mechanical License Royalty 
Rates merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh negara Amerika Serikat 
dalam menetapkan besaran tarif yang harus dikeluarkan oleh Pengguna Hak 
Cipta ataupun Hak Terkait kepada Pencipta atau Pemilik Hak Terkait. 
Kebijakan tersebut dikeluarkan oleh Hakim Copyright Tribunal melalui Tittle 
37 Code of Federal Regulation (CFR) §385 yang digunakan untuk mengatur 
penggunaan karya musik atau lagu di dalam sebuah rekaman suara fisik, 
Musik dan/atau lagu yang diunduh secara permanen, nada dering, unduhan 
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terbatas, dan streaming interaktif. Adapun pengaturan tersebut dapat 
dijelaskan sebagai berikut: 
Tabel A 4 Besaran Tarif Royalti Lisensi Mekanis Amerika Serikat 
No. Kategori Besaran Tarif Tanggal 
Berlaku 
1 Rekaman Suara Fisik 
9,1 sen atau 1,75 sen per 
menit waktu pemutaran 
atau bagiannya, mana saja 
yang lebih besar, untuk 
pengiriman rekaman suara 
fisik dan digital permanen 
1 Maret 2009 
2 Unduhan Permanen 
9,1 sen atau 1,75 sen per 
menit waktu pemutaran 
atau bagiannya, mana saja 
yang lebih besar, untuk 
pengiriman rekaman suara 
fisik dan digital permanen 
1 Maret 2009 
3 Nada Dering 24 sen per nada dering 
* 
4 Unduhan Terbatas 
Rumus untuk menentukan 
tarif dapat ditemukan di 37 
CFR §385.10-§385.17 
* 
5 Streaming Interaktif 
Rumus untuk menentukan 








*Tanggal efektif tidak ditentukan oleh Hakim Copyright Tribunal. Aturan 
terakhir yang dikeluarkan oleh Hakim Copyright Tribunal dapat dilihat 
melalui Federal Register Volume 74 halaman 4510 yang menunjukan bahwa 
tanggal efektif diatur di dalam The Copyright Act of 1976 §803 (d) (2) (B). 
Melihat tabel A.4 diatas, maka dapat disimpulkan bahwa royalti 
yang ditetapkan untuk streaming interaktif on-demand dapat dikatakan cukup 
kompleks. Tarif royalti mekanis yang ditetapkan untuk streaming interaktif 
didasarkan pada sejumlah faktor dan rumus. Pendapatan layanan yang 
berlaku, uang yang dibayarkan kepada pemilik rekaman suara, jumlah 
pelanggan, dan royalti pertunjukan hanyalah beberapa faktor yang 
dipertimbangkan saat menentukan tarif streaming. Oleh karena itu, tidak 
seperti royalti mekanis yang dibayarkan untuk penjualan fisik dan unduhan 
digital, tidak ada tarif yang ditetapkan. 
Negara Amerika Serikat juga telah memasukan pengaturan 
mengenai Hak Moral di dalam undang-undang hak cipta buatannya
87
. 
Copyright Law milik negara Amerika Serikat memberikan kewenangan 
kepada pencipta untuk mengendalikan pengeksploitasian karyanya melalui 
perlindungan hak ekonomi. Kemudian terkait perlindungan hak moral, negara 
Amerika Serikat memberikan sebuah hak non-ekonomi kepada pencipta suatu 
karya cipta untuk melarang penggunaan karyanya yang dianggap merugikan 
reputasinya. Hak moral tersebut pada umumnya mempertahankan pengalihan 
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hak cipta sebuah karya milik penciptanya
88
. Walaupun demikian, pengaturan 
hak moral di dalam §106A The Copyright Act of 1976 tidak secara umum 
memberikan kekuasaan kepada pencipta untuk mencegah penggunaan 
karyanya yang dianggap dapat merugikan reputasinya. Hak moral yang di 




Perkembangan zaman pada era 4.0 ini membuat kecanggihan 
teknologi semakin tinggi. Hal ini berpengaruh terhadap keberadaan aplikasi 
musik berbasis digital yang pada akhirnya membuat negara-negara di dunia 
ini makin menyadari pentingnya pengelolaan royalti musik digital secara satu 
pintu. Negara Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang dianggap 
menjadi pelopor mekanisme pengelolaan royalti musik digital secara satu 
pintu ini. Hal ini dibuktikan dengan disahkannya Music Modernization Act 
(MMA) oleh Kongres Amerika Serikat pada 11 Oktober 2018. Mengingat 
Amerika Serikat telah menandatangani Berne Convention, pengesahan MMA 
ini dianggap dapat mempengaruhi tata cara penyelenggaraan bisnis musik di 
negara Amerika Serikat melalui sudut pandang hukum
90
. 
Sama halnya dengan Negara Indonesia, di dalam pengaturan MMA 
ini dibahas mengenai pembentukan sebuah badan hukum yang ditujukan 
untuk mengelola royalti musik. Badan hukum tersebut bernama Mechanical 
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Licensing Collective (MLC) yang terdiri dari 14 orang yang memiliki tugas 
untuk memastikan seniman musik (musisi) di seluruh dunia yang karya 
musiknya diputar di Amerika Serikat mendapatkan bayaran royaltinya. MLC 
pada dasarnya memiliki fungsi dan tugas yang kurang lebihnya sama dengan 
LMKN di Indonesia. MLC bertugas untuk
91
: 
a. Mendapatkan informasi yang berkaitan dengan sebuah produk karya musik 
dan siapa yangberhak untuk mendapatkan royalti terhadap karya musik 
tersebut; 
b. Bertanggungjawab terhadap pembayaran royalti yang dibebankan pada 
sebuah produk karya musik tersebut; 
c. Memberikan izin (lisensi) kepada layanan musik. Hal ini dimaksudkan 
agar pembayaran royalti yang dilakukan oleh layanan musik terhadap 
suatu karya musik dapat didistribusikan kepada pemilik royalti musik. 
Organisasi yang memiliki kewenangan untuk mengelola royalti 
musik di negara Amerika Serikat adalah American Society of Composers, 
Authors, and Publishers (ASCAP), Broadcast Music, Inc. (BMI), Society of 
European Stage Authors and Composers (SESAC), Global Music Rights, dan 
Pro Music Rights. Keseluruhan organisasi tersebut berpayung hukum pada 
kebijakan MMA. Sehingga dengan diberlakukannya kebijakan MMA, maka 
seluruh layanan musik yang telah bergabung dengan kebijakan MMA ini 
tidak perlu untuk memikirkan bagimana cara mereka dalam membayarkan 
royalty dan kepada siapakah mereka membayarkan royalti atas penggunaan 
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musik dan/atau lagu karena MLC telah mengatur itu semua. Pemilik royalti 
atas musik dan/atau lagu dalam hal ini dapat memberikan lisensi mereka 
secara langsung (direct licence) pada layanan music yang menggunakan 
karya cipta atas musik dan/atau lagu milik mereka. Namun apabila lisensi 
telah diberikan oleh pihak pemilik hak cipta atas musik dan/atau lagu secara 
langsung, maka MLC tidak perlu untuk memberikan lisensi pada layanan 
musik. Walaupun demikian, pihak layanan musik tetap harus membayarkan 
penalti pada MLC apabila terjadi pelanggaran hak cipta dan wajib untuk 




Seperti halnya di Indonesia, dalam mendapatkan hak royalty terkait 
karya cipta miliknya, pemilik hak cipta atas musik dan/atau lagu wajib 
mendaftarkan dirinya pada MLC. Tujuan dari pendaftaran diri yang dilakukan 
oleh pemilik hak cipta kepad MLC adalah untuk memberikan informasi 
kepada MLC agar pendistribusian royalti dari layanan musik dapat diteruskan 
dengan tepat.  Hal ini tentu saja memberikan sebuah perubahan yang 
signifikan. Perubahan tersebut membawa dampak kepada alur bisnis musik di 
Amerika Serikat, yakni jika pada sebelumnya layanan musik perlu mencari 
siapa pemilik dari hak musik yang akan digunakan, maka setelah adanya 
kebijakan MMA ini pemilik hak musik dan/atau lagu yang harus 
mendaftarkan dirinya kepada MLC agar dapat mendapatkan royalty dari 
produk karya cipta miliknya. 







3. Perbandingan Pengaturan Pemberian Royalti di Indonesia dengan 
Amerika Serikat. 
Pengaturan mengenai kebijakan pemberia Royalti di setiap negara 
pasti memiliki perbedaan yang terjadi. Hal ini dikarenakan pada setiap negara 
pasti memiliki kedaulatan serta sistem hukumnya sendiri. Sehingga pada 
akhirnya perbedaan ini membuat pengaturan di setiap negara memiliki 
keunikannya masing-masing. Berikut adalah perbedaan pengaturan mengenai 
pemberian royalti antara Negara Indonesia dengan Negara Amerika Serikat: 
Tabel A 5 Perbandingan Pengaturan Pemberian Royalti di Indonesia 
dan Amerika Serikat 
No Pengaturan di Indonesia 




Indonesia Nomor 28 Tahun 
2014 Tentang Hak Cipta (Pasal 
1 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) huruf 
d, 9 ayat (1) huruf f , Pasal 9 
ayat (2), Pasal 87-Pasal 93, 
Pasal 40 ayat (1)) 
The Copyright Act of 1976 
(§106, §106A, §803 (d) (2) (B), 
§115, §101,) 
2 
Peraturan Menteri Hukum dan 
Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia Nomor 36 Tahun 
2018 tentang Tata Cara 
Permohonan dan Penerbitan 
Izin Operasional Serta Evaluasi 
Lembaga Manajemen Kolektif 
(Pasal 1, Pasal 3) 
Music Modernization Act 
 
3 
Keputusan Menteri Hukum dan 
Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia Nomor 
HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 
Tentang Pengesahan Tarif 
Royalti untuk Pengguna yang 







Komersial Ciptaan dan/atau 
Produk Hak Terkait Musik dan 
Lagu 
4 
Surat Keputusan LMKN yang 
berjumlah 13 kebijakan. (Lihat 
halaman 59-66) 
Mechanical License Royalty 
Rate 
Berdasarkan Tabel A5 di atas, dapat diketahui bahwa kebijakan 
utama/tertinggi yang dimiliki oleh Negara Indonesia dalam mengatur 
pemberian royalti atas hak cipta lagu diatur di dalam Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Sedangkan 
kebijakan utama/tertinggi yang dimiliki oleh Negara Amerika Serikat diatur 
di dalam kebijakan The Copyright Act of 1976. Kemudian mengacu pada 
pemberian izin oprasional kepada lembaga penarikan royalti di Indonesia 
diatur di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 Tentang  Tata Cara Permohonan dan 
Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif. 
Sedangkan pemberian izin oprasional di Negara Amerika Serikat diatur di 
dalam Music Modernization Act.  
Kebijakan mengenai besaran tarif royalti yang dimiliki oleh Negara 
Indonesia diatur di dalam ketiga belas Surat Keputusan LMKN yang telah 
disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia Nomor HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 Tentang 
Pengesahan Tarif Royalti untuk Pengguna yang Melakukan Pemanfaatan 
Komersial Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Musik dan Lagu. Sedangkan 





oleh Negara Amerika Serikat diatur di dalam kebijakan Mechanical License 
Royalty Rates yang dibentuk oleh Hakim Hak Cipta Amerika Serikat 
berdasarkan Tittle 37 Code of Federal Regulation (CFR). 
Melalui gambaran Tabel A5 tersebut dapat diambil kesimpulan 
bahwa kebijakan yang dimiliki oleh Negara Indonesia dalam menentukan 
besaran tarif royalti yang diatur di dalam Surat Keputusan LMKN memiliki 
jumlah yang dapat dikatakan sangat banyak. Berbeda dengan kebijakan yang 
dimiliki oleh Negara Amerika Serikat hanya berjumlah satu kebijakan saja. 
Hal ini tentu memiliki dampak yang positif dan dapat juga berdampak 
negatif.  
Dampak positif dari banyaknya kebijakan mengenai besaran tarif 
royalti di Indonesia adalah LMKN sebagai lembaga penghimpun royalti atas 
hak cipta lagu di Indonesia dapat lebih mudah untuk memilah-milah jenis 
royalti yang dapat dihimpun oleh pihak LMKN karena Surat Keputusan 
tersebut mengatur tentang besaran tarif royalti secara spesifik. Sedangkan 
dampak positif yang dialami oleh Negara Amerika adalah MLC selaku 
lembaga penghimpun royalti atas hak cipta musik di Amerika Serikat dalam 
menjalankan tugasnya dapat lebih fokus kepada ketentuan yang telah diatur di 
dalam satu kebijakan, yakni pada kebijakan Mechanical License Royalty 
Rates. 
Dampak negatif dari banyaknya Surat Keputusan yang dikeluarkan 





tarif royalti secara terperinci, namun hal tersebut malah dianggap kurang 
efektif karena banyaknya surat keputusan tersebut dan ketentuan yang diatur 
di dalam kebijakan tersebut juga terkesan sangat rumit bagi masyarakat 
awam. Sedangkan dampak negetif bagi Negara Amerika Serikat adalah 
kurang terperincinya kebijakan yang dimiliki oleh Negara Amerika Serikat 
pada akhirnya dapat membuat masyarakat Amerika Serikat menjadi bingung 
harus menggunakan kebijakan yang seperti apa dalam menentukan besaran 
tarif royalti yang harus dibayarkan oleh pengguna hak cipta kepada pencipta 
ataupun kepada pemegang hak cipta. 
B. Hambatan-Hambatan dalam Pemberian Royalti di Indonesia dan di 
Amerika Serikat 
1. Hambatan dalam Pemberian Royalti di Indonesia 
Setiap karya yang dapat membuat semua orang terpikat dengan 
karya tersebut pasti akan membuat karya dari pencipta tersebut terus 
dikenang dari waktu ke waktu melalui berbagai macam media yang ada 
dan dikenal saat ini maupun di masa yang akan datang. Sehingga dengan 
dapat dinikmatinya suatu karya pada bidang musik atau lagu, maka sudah 
hal yang wajar apabila orang dibalik karya tersebut akan mendapatkan hak 
ekonomi dari setiap orang yang telah menikmati hasilnya (user). Hak 
ekonomi yang dapat diterima oleh pemilik karya tersebut berupa 
pembayaran royalti, sehingga hal tersebut akan memberikan keuntungan 
dari segala bentuk pengorbanan yang telah dikeluarkan oleh pemilik karya 





Adanya pembayaran royalty kepada pemilik hak cipta 
merupakan sesuatu hal yang sangat wajar, mengingat para pengguna (user) 
dari karya cipta tersebut dapat menikmati keindahan dari sebuah irama 
musik atau lagu yang telah diciptakan. Sementara pemegang hak cipta 
maupun pencipta karya cipta sebuah musik atau lagu juga dapat 
memperoleh beragam manfaat termasuk manfaat ekonomi dari karya 
ciptanya. Sehingga hal ini akan menimbulkan sebuah hubungan yang 
saling menguntungkan di antara keduanya (Simbiosis Mutualisme). 
Hubungan timbal balik di antara keduanya akan selamanya 
dapat terus berlangsung apabila selama di dalam pelaksanaan antara hak 
dan kewajiban antara keduanya dapat berjalan dengan sebagaimana 
mestinya, saling menguntungkan dan para pihak tidak ada yang merasa 
dirugikan. Namun hal ini sangat berbeda dengan kenyataan di lapangan. 
Pemilik karya intelektual yang mana termasuk pencipta dan pemilik hak 
cipta di bidang musik dan/atau atau lagu selalu merasa dirugikan oleh 
pengguna hak cipta tersebut. Permasalahan di atas dapat dijelaskan melalui 
beberapa poin penting, seperti berikut: 
a. Hambatan dalam Perspektif Hukum yang Berlaku di Indonesia 
Walaupun di Negara Indonesia telah mengeluarkan 
kebijakan-kebijakan yang digunakan untuk melindungi hak cipta yang 
dimiliki oleh para pencipta dan/atau pemegang hak cipta, ternyata di 
dalam pelaksanaan di lapangan masih banyaknya ditemukan 





hak cipta. Hal ini dikarenakan rendahnya kesadaran hukum 
masyarakat Indonesia terhadap peraturan perundang-undangan yang 
mengatur dan melindungi pelaksanaan pemberian royalti kepada 
pencipta dan/atau pemegang hak cipta oleh pengguna hak cipta secara 
langsung atau disalurkan melalui LMK-LMK di Indonesia. 
Lemahnya penerapan sanksi bagi para pelaku pelangggar 
hak cipta di Indonesia juga menjadi faktor yang dapat menghambat 
pelaksanaan pemberian royalti di Indonesia. Penerapan sanksi bagi 
para pelanggar hak cipta dapat diperoleh secara keperdataan dengan 
melalui gugatan ganti rugi yang diatur di dalam Pasal 99 ayat (2) 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang 
Hak Cipta yang menyatakan bahwa gugatan ganti rugi dapat diajukan 
kepada Pengadilan Niaga yang dalam hal ini dapat berupa permintaan 
untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh 
dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau 
pameran karya yang merupakan hasil dari perbuatan melanggar hak 
cipta atau produk dari hak terkait. 
Kasus pelanggaran hak cipta atas aransemen lagu yang 
pernah terjadi di Indonesia adalah kasus sengketa hak cipta Grup Band 
beraliran alternatif yang bernama Payung Teduh yang menyatakan 
bahwa penyanyi yang bernama Hanin Dhiya Citaningtyas (Hanin 





yang dimiliki oleh Payung Teduh
93
. Di dalam kasus tersebut, Hanin 
Dhiya melakukan pelanggaran hak cipta atas lagu dalam bentuk 
elektronik karena telah mengubah sebagian lirik lagu Akad dan 
mengkomersialkan hasil aransemen tersebut ke dalam akun Youtube 
dan Spotify miliknya tanpa adanya izin dari pihak Payung Teduh 
selaku pencipta dari lagu tersebut. Tidak sampai disitu saja, karena 
dari pihak Hanin Dhiya tidak memberikan royalti kepada pihak 
Payung Teduh atas hasil keuntungan yang diperolehnya.  
Melalui kasus tersebut maka dapat dikatakan bahwa pihak 
Hanin Dhiya melakukan pelanggaran hak cipta atas lagu dalam bentuk 
elektronik. Hal ini dikarenakan pihak Hanin Dhiya telah mengubah 
lirik lagu “Akad” dan mengunggahnya kepada aplikasi Spotify dengan 
maksud untuk mengkomersialisasikan lagu tersebut tanpa 
sepengetahuan pihak Payung Teduh. Sehingga melihat dari apa yang 
telah dilakukan oleh Hanin Dhiya termasuk kedalam pelanggaran hak 
cipta dalam bentuk video versi aransemen dengan objek kajian hak 
ciptanya berupa hak untuk mengumumkan, merekam, memperbanyak 
suatu karya cipta atas musik dan/atau lagu melalui media internet  
tanpa izin dari pengarang atau penerbit dengan cara mengubah lirik 
                                                          
93
 Anita K. Wardhani, “Vokalis Payung Teduh Kecewa dengan Hanin Dhiya Gara-Gara 
Cover Lagu Akad”, https://www.tribunnews.com/seleb/2017/10/03/vokalis-payung-teduh-kecewa-





dan/atau mengalihwujudkan dengan menempatkan karya cipta lagu 
tersebut dalam akun Youtube miliknya
94
. 
Perbuatan yang dilakukan oleh pihak Hanin Dhiya dapat 
dikatakan sebagai perbuatan melanggar hak cipta atas musik dan/atau 
lagu dikarenakan mengacu pada ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang hak Cipta 
menyatakan bahwa, hak cipta merupakan hak eksklusif yang dimiliki 
oleh pencipta yang timbul secara otomatis dan didasarkan pada prinsip 
deklaratif (pengumuman) setelah diwujudkan suatu karya cipta ke 
dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan 
ketentuan pada peraturan perundang-undangan. Kemudian pada Pasal 
4 Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwa hak cipta 
sebagaimana yang dimaksudkan di dalam Pasal 3 huruf a merupakan 
hak eksklusif yang meliputi hak moral dan hak ekonomi.  
Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 
Tahun 2018 Tentang Hak Cipta ini menyatakan bahwa yang dimaksud 
dengan hak eksklusif adalah sebuah hak yang penggunaannya hanya 
diperuntukkan bagi seorang pencipta, sehingga mengacu dari hal 
tersebut maka tidak ada pihak lain yang diperbolehkan untuk 
memanfaatkan hak tersebut tanpa adanya izin dari pencipta. Hal ini 
menandakan bahwa apabila terdapat seorang pemegang hak cipta dan 
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bukan termasuk kedalam golongan yang disebut sebagai pencipta, 
maka seseorang tersebut hanya dapat memilki sebagian dari hak 
eksklusif yang diberikan oleh pencipta
95
.  
Adanya pernyataan yang dikeluarkan oleh Mohammad 
Istiqamah Djamad atau yang akrab disebut dengan Bang Is selaku 
perwakilan dari pihak Payung Teduh kepada Hanin Dhiya ditujukan 
untuk melindungi hak cipta atas lagu “Akad” yang mereka miliki. Hal 
ini didasari atas adanya ancaman yang dirasakan oleh pihak Payung 
Teduh terhadap hak cipta yang mereka miliki terkait karya cipta lagu 
yang telah diaransemen dan diubah liriknya oleh Hanin Dhiya. 
Dengan diunggahnya hasil aransemen lagu “Akad” ke dalam aplikasi 
Youtube dan Spotify, pihak Payung Teduh selaku pencipta dari lagu 
tersebut merasa tidak memiliki perlindungan atas hak moral dan hak 
ekonomi yang mereka miliki atas lagu tesebut dikarenakan oleh 
perbuatan Hanin Dhiya yang telah menyalahgunakan hak cipta atas 




Apabila dikaitkan dengan permasalahan tersebut maka 
dapat dikatakan bahwa pihak Hanin Dhiya telah melanggar hak 
eksklusif milik Payung Teduh karena tidak adanya itikad baik yang 
seharusnya dilakukan oleh pihak Hanin Dhiya untuk meminta izin 
secara resmi kepada pihak Payung Teduh sebelum mengaransemen 
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lagu “Akad” sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 9 ayat 
(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 
Tentang Hak Cipta. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang 
yang menggunakan hak ekonomi yang sebagaimana disebutkan di 
dalam ayat (1) Pasal ini, maka diharuskan untuk mendapatkan izin 
dari pencipta atau pemegang hak cipta.  
Berkenaan dengan hal tersebut maka sudah sepatutnya 
pihak Hanin Dhiya untuk membayar ganti rugi atas kerugian yang di 
alami oleh pihak Payung Teduh terhadap karya lagu “Akad” yang 
telah di aransemen dan diunggah kepada aplikasi Youtube dan Spotify 
milik Hanin Dhiya tanpa seizin pihak Payung Teduh. Hal ini sesuai 
dengan ketentuan Pasal 96 ayat (1) Undang-Udang Republik 
Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa yang 
menyatakan bahwa pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik 
hak terkait ataupun ahli waris atas karya cipta tersebut berhak untuk 
mendapatkan ganti rugi apabila mengalami kerugian pada hak 
ekonominya. 
Kasus yang terjadi diantara pihak Payung Teduh dengan 
pihak Hanin Dhiya sebenarnya dapat diselesaikan secara keperdataan 
dengan cara mengguggat pihak Hanin Dhiya kepada Pengadilan 
Niaga. Hal ini sesuai dengan pengaturan pada Pasal 99 ayat (1) 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang 





cipta atau pemilik dari hak terkait dapat mengajukan gugatan ganti 
rugi kepada Pengadilan Niaga atas tindakan pelanggaran hak cipta 
atau produk dari hak terkait. Namun, terkait dengan hal tersebut, pihak 
Payung Teduh tidak ingin memproses masalah tersebut melalui jalur 
hukum, sehingga kasus tersebut diselesaikan secara damai. Kasus 
tersebut diselesaikan melalui pertemuan secara langsung antara pihak 
Payung Teduh dengan pihak Hanin Dhiya di Bogor melalui jalur 
Alternative Dispute Resolution (Alternatif Penyelesaian Sengketa) 
dengan bentuk mediasi yang dilakukan antara kedua belah pihak. 
Pertemuan tersebut pada akhirnya menghasilkan kesepakatan antara 
kedua belah pihak yang ditandai dengan dikonfirmasikannya izin atas 




Melihat dari kasus yang terjadi antara pihak Payung Teduh 
dengan pihak Hanin Dhiya maka dapat disimpulkan bahwa di 
Indonesia pelaksanaan pemberian royalti dari pengguna hak cipta 
kepada pencipta maupun pemilik hak terkait masih mengalami 
kendala. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat 
terhadap pentingnya meminta izin kepada pencipta dan/atau pemegang 
hak cipta terkait penggunaan hak cipta atas musik dan/atau lagu untuk 
kepentingan komersial dan pembayaran royalti dalam penggunaan hak 
cipta atas musik  dan/atau lagu.  
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Selain sengketa pelanggaran hak cipta terkait permohonan 
izin kepada pencipta yang terjadi antara pihak Payung Teduh dengan 
Hanin Dhiya, pelaksanaan kinerja LMK di Indonesia juga masih perlu 
ditingkatkan kembali. Hal ini dikarenakan masih banyaknya pengguna 
hak cipta seperti restoran, hotel, tempat karaoke, dan lain sebagainya 
tidak melaporkan atau bahkan meminta izin kepada LMK ataupun 
langsung kepada pencipta dari hak cipta atas musik dan/atau lagu yang 
telah digunakan oleh mereka. Contoh pelanggaran hak cipta terkait 
pemberian royalti yang dilakukan oleh salah satu restoran yang 
bernama Queen of India di Kabupaten Gianyar, Bali. 
Menurut wawancara yang dilakukan oleh Made Angga Adi 
Suryawan dan Made Gde Subha Karma Resen dengan pihak pemilik 
dari restoran Queen of India ini menyatakan bahwa pihak restoran 
tidak pernah meminta izin kepada LMK terkait ataupun kepada 
pencipta lagu yang digunakan restoran tersebut. Hal tersebut 
dikarenakan menurut pihak restoran, lagu-lagu yang digunakan dan 
diputar oleh restoran tersebut didapatkan secara gratis melalui internet 
dan terkait penggunaan lagu-lagu internasional pihak restoran berdalih 
bahwa pihaknya tidak mungkin untuk meminta izin kepada pencipta 
ataupun pemegang hak cipta atas lagu tersebut secara langsung
98
.  
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Atas dasar permasalahan di atas, maka pihak restoran dalam 
hal ini melanggar ketentuan hukum pada Pasal 4 ayat (4) Surat 
Keputusan LMKN Nomor 20160512RKBD/LMKN-Pleno/Tarif 
Royalti/2016 Tentang Tarif Royalti untuk Restoran, Cafe, Pub, Bar, 
Bistro, Klab Malam dan Diskotek. Pasal tersebut menyatakan bahwa 
tarif yang ditentukan untuk penggunaan hak cipta atas lagu dan/atau 
musik pada bidang usaha jasa kuliner seperti restoran dan kafe 
dihitung berdasarkan dengan jumlah kursi di dalam restoran tersebut 
per tahun. Adapun biaya besaran tarif royalti yang ditentukan oleh 
LMKN bagi pencipta atau pemilik hak terkait adalah sebesar Rp. 
60.000 per kursi per tahun. 
b. Hambatan dalam Perspektif Ekonomi di Indonesia 
Alasan mengapa masih sering terjadinya pelanggaran hak 
cipta dikarenakan adanya dorongan keinginan untuk memiliki hidup 
yang serba berkecukupan agar kebutuhan sehari-hari dapat terpenuhi. 
Keadaan yang seperti inilah yang membuat seseorang dapat bertindak 
tanpa memandang apakah tindakan yang dilakukannya benar ataukah 
tidak. Sehingga pada akhirnya keadaan terdesak tersebut membuat 
seseorang melakukan tindak kejahatan terhadap harta benda orang lain 









Pelanggaran hak cipta tersebut dapat berupa penggunaan 
suatu karya cipta musik atau lagu oleh seorang pengamen jalanan 
untuk mendapatkan uang yang dari masyarakat yang merasa iba 
terhadapnya. Hal ini tentu dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak 
cipta atas karya cipta musik dan/atau lagu seorang pencipta atau 
pemegang hak cipta dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh 
pengamen tersebut termasuk ke dalam jenis tindakan untuk 
mempertunjukkan suatu karya cipta yang ditur di dalam Pasal 9 ayat 
(1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 
2014 Tentang Hak Cipta. Kemudian terkait tujuan dari penggunaan 
hak cipta atas musik dan atau lagu yang digunakan oleh pengamen 
tersebut tentu saja adalah untuk mencari keuntungan bagi pengamen 
tersebut atau dalam hal ini dapat dikatakan sebagai tindakan untuk 
mengkomersialisasikan suatu karya cipta dan sesuai dengan ketentuan 
dari Pasal 9 ayat (2), maka sehausnya pengamen tersebut harus 
meminta izin kepada pencipta  dan/atau pemegang hak cipta karya 
cipta atas musik dan/atau lagu tersebut yang disertai dengan 
pemberian royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta tersebut.  
Namun pengamen tersebut tentu saja tidak dapat 
melaksanakan kewajibannya selaku pengguna hak cipta dari sebuah 
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karya cipta musik dan/atau lagu tersebut. Hal tersebut dikarenakan 
kondisi perekonomiannya yang memaksanya harus berbuat demikian. 
Sehingga pelaksanaan dari pemberian royalti atas karya musik 
dan/atau lagu dapat dikatakan terhambat karena kondisi ekonomi 
masyarakat yang masih kekurangan. 
Disamping itu, lemahnya kesadaran hukum masarakat 
membuat masyarakat Indonesia lebih memilih untuk membeli produk 
dari hasil pelanggaran hak cipta dari pada membeli hasil produk karya 
cipta yang asli. Hal ini dikarenakan hasil produk karya cipta asli 
memiliki nilai jual yang sangat tinggi sehingga hal tersebut membuat 
masyarakat di Negara Indonesiea lebih memilih produk dari hasil 
pelanggaran hak cipta. 
c. Hambatan dalam Perspektif Kebudayaan di Indonesia 
Pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku sering kali 
dianggap sebagai perbuatan yang wajar dan lazim untuk dilakukan di 
dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini sebagai akibat dari 
sering dilakukannya tindakan untuk melanggar hak cipta seseorang 
yang dalam hal ini adalah pelanggaran hak cipta atas musik dan/atau 
lagu secara berulang ulang tanpa adanya sebuah himbauan maupun 
sanksi yang diberlakukan secara tegas kepada pelanggar.  
Contoh yang sering terjadi pada praktik lapangannya adalah 
mengaransemen lagu milik seorang pencipta atau pemegang hak cipta 





tidak meminta izin kepada yang bersangkutan. Perbuatan tersebut 
sering kali dianggap sebagai perbuatan yang lumrah dilakukan karena 
adanya anggapan bahwa mengaransemen lagu seseorang merupakan 
suatu bentuk tindakan untuk mengapresiasi karya cipta lagu milik 
pencipta. Hal ini tentu saja merupakan suebuah persepsi yang sangat 
keliru mengingat penggunaan hak cipta yang dilakukan oleh pengguna 
hak cipta harus mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak 
cipta apabila karya cipta yang digunakan tersebut ditujukan untuk 
kepentingan komersialisasi. 
Kurangnya pemahaman dari masyarakat awam tentang 
perlindungan hak cipta yang diatur di dalam Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta 
menjadi sebuah permasalahan yang harus dihadapi dan disikapi oleh 
YKCI dalam mengumpulkan dan mendistribusikan royalti kepada 
pencipta dan pemilik hak terkait. Di kota-kota yang terbilang cukup 
besar seperti D.K.I Jakarta, Yogyakarta, Surabaya dan Bali juga masih 
banyak masyarakat yang dapat dikatakan sebagai pengguna hak cipta 
atas sebuah musik dan/atau lagu namun masih enggan membayar 
royalti. Memang banyak diantara mereka yang murni belum 
mengetahui tentang adanya peraturan perundang-undangan yang 
mengatur masalah hak cipta, namun tidak sedikit pula mereka yang 





tersebut tetapi berlagak seakan-akan tidak mengetahui dan bahkan 
tidak ingin mengetahui hal tesebut
100
. 
d. Hambatan dalam Perspektif Sosilogis di Indonesia 
Selain penyebab di atas, adanya anggapan oleh sebagian 
masyarakat bahwa pengumpulan dan pendistribusian royalti yang 
dillakukan oleh LMK dan LMKN merupakan sebuah bentuk 
pengurasan terhadap pengguna. Hal ini tentu saja dapat menurunkan 
kinerja LMK maupun LMKN di Indonesia. Bahkan salah satu LMK 
yang bernama YKCI pernah diancam akan diadukan ke pihak 
kepolisian karena dianggap dan dituding sebagai “Debt Collector”
101
. 
Padahal hal tersebut sangat bertentangan dengan peran LMKN dan 
LMK yang telah diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang pada garis besarnya 
menyatakan bahwa kewenangan dari LMK dan LMKN adalah untuk 
menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti kepada pencipta 
dan pemilik hak terkait serta mengelola kepentingan-kepentingan dari 
pencipta dan pemilik hak terkait yang berkaitan dengan hak ekonomi 
atas lagu dan/atau musik. Sehingga dari penjelasan tersebut peran 
LMK maupun LMKN sangat dibutuhkan untuk mengelola 
kepentingan dari para pencipta dan/atau pemilik hak terkait.  
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